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MOTTO
“Ubahlah hidupmu dari hari ini. Jangan pernah bertaruh pada masa depan, kamu

harus bertindak sekarang tanpa menunda-nunda”

(Simone de Beauvoir)

“Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransinya.”

(Gus Dur)

“Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu
tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul
dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak

diberikan sama sekali.”

(Tan Malaka)
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejak pengalokasian Dana Desa pada 2015, kasus korupsi di desa terus meningkat,
dengan potensi kerugian negara melonjak dari Rp40,1 miliar pada 2016 menjadi
Rp381 miliar pada 2022 (ICW). Peningkatan ini disebabkan oleh lemahnya
pengawasan, rendahnya kapasitas aparatur desa, dan kurangnya akses informasi
publik. Kabupaten Jember, fluktuasi opini BPK terhadap laporan keuangan
menunjukkan kelemahan sistem pengendalian internal, terutama pada pemantauan
anggaran dan pencatatan transaksi. Desa Glagahwero sebagai salah satu penerima
Dana Desa memiliki kewajiban memastikan tata kelola keuangan yang akuntabel
dan transparan. Berdasarkan fenomena yang ada rumusan masalah yang diangkat
antara lain: 1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal Dana Desa di
Desa Glagahwero berdasarkan COSO Framework?. 2. Apa saja kendala yang
dihadapi dalam penerapannya?

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam meningkatkan
kualitas pengelolaan dan pengawasan Dana Desa di Desa Glagahwero.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data
yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dengan teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa
dan BPD. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan purposive
sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal
dalam pengelolaan dana desa pada desa glagahwero sudah berjalan dengan baik
namun masih perlu adanya peraturan tertulis tentang nilai etika dan integritas,
minimnya pengetahuan para perangkat desa dalam kebijakan terbaru, Informasi dan
komunikasi dalam pengelolaan dana desa pada desa glagahwero dalam
implementasinya masih harus diperkuat, masih terdapat perangkapan tugas yang
dilakukan oleh aparatur desa.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Desa Glagahwero
melakukan penguatan sistem pengendalian internal melalui penyusunan peraturan
tertulis mengenai etika dan integritas aparatur, peningkatan kapasitas perangkat
desa, optimalisasi sistem informasi dan komunikasi, serta penataan struktur kerja
yang lebih efektif. Selain itu, peran BPD sebagai pengawas perlu lebih diaktifkan
guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Untuk
penelitian selanjutnya, diharapkan adanya pengembangan model implementasi
COSO yang lebih kontekstual dan aplikatif di tingkat desa, sehingga kerangka kerja
COSO tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga mampu menjawab
tantangan operasional desa, seperti keterbatasan sumber daya manusia, teknologi,
dan regulasi.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Pengendalian Internal
Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Glagahwero, Kecamatan Panti
Kabupaten Jember Berdasarkan Teori COSO Framework. Jenis penelitian
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang digunakan adalah data
primer dan sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini
adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan BPD. Teknik
pengambilan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah diterapkan dengan cukup
baik melalui kelima komponen COSO. Pada komponen lingkungan pengendalian,
desa telah menunjukkan komitmen dalam implementasi pengendalian, namun
masih diperlukan penguatan dalam aspek kompetensi dan struktur organisasi.
Penilaian risiko telah dilaksanakan secara partisipatif dan adaptif. Kegiatan
pengendalian telah dijalankan sesuai prinsip COSO, meskipun masih ditemukan
perangkapan jabatan yang perlu dibenahi. Komponen informasi dan komunikasi
didukung dengan media terbuka, tetapi partisipasi masyarakat masih rendah.
Terakhir, pemantauan dilakukan secara aktif oleh berbagai pihak, serta tindak lanjut
atas temuan telah berjalan efektif. Secara keseluruhan, penerapan sistem
pengendalian internal di Desa Glagahwero mencerminkan upaya menuju
pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pengendalian Internal, Dana Desa, COSO Framework, Transparansi,
Akuntabilitas.
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ABSTRACT

This study aims to determine the application of the Internal Control System in the
Management of Village Funds in Glagahwero Village, Panti District, Jember
Regency Based on the COSO Framework Theory. The type of research uses
qualitative research methods with the data used are primary and secondary data
obtained by data collection techniques using observation, interviews and
documentation. The informants in this study are the Village Head, Village Secretary,
Village Treasurer and BPD. The sampling technique was carried out using
purposive sampling. The results of the study show that the internal control system
has been implemented quite well through the five components of COSO. In the
control environment component, the village has shown commitment to the
implementation of control, but it still needs to be strengthened in terms of
competence and organizational structure. Risk assessments have been carried out
in a participatory and adaptive manner. Control activities have been carried out
according to COSO principles, although there are still positions that need to be
improved. The information and communication component is supported by open
media, but public participation is still low. Finally, monitoring is actively carried
out by various parties, and the follow-up on the findings has been effective. Overall,
the implementation of the internal control system in Glagahwero Village reflects
efforts towards transparent, accountable, and sustainable management of village
funds.

Keywords: Internal Control, Village Fund, COSO Framework, Transparency,
Accountability
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BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan publik merupakan aspek yang sangat penting dalam
tata kelola pemerintahan, terutama di tingkat desa. Seiring dengan adanya kebijakan
pemerintah tentang Dana Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, yang bertujuan untuk memberdayakan dan melindungi desa agar
menjadi maju, mandiri, tangguh, dan demokratis dalam menciptakan landasan yang
kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Dewi et al., 2021).
Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk digunakan
dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan utama dari
penyaluran Dana Desa ini adalah untuk mempercepat pembangunan di desa,
mengurangi ketimpangan, serta memberdayakan masyarakat setempat.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara) diperuntukkan bagi desa, di transfer melalui APBD (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan di gunakan untuk membiayai
penyelenggaraan negara, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat (Sofyani et al., 2022). Menurut Undang-Undang
No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari
APBN, vyang diperuntukkan untuk desa melalui transfer kepada APBD
Kabupaten/Kota dengan prioritas untuk pelaksanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa.

Dana Desa disalurkan dalam dua kategori, yaitu Reguler dan Mandiri.

Berdasarkan peraturan menteri keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021,

1
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penyaluran dana desa reguler dilakukan dalam tiga tahap, yaitu : Tahap I (40 persen)
bulan Januari, Tahap II (40 persen) bulan Maret, dan Tahap III (20 persen) bulan
Juni. Sementara, penyaluran dana desa mandiri dilakukan dalam 2 tahap, yaitu
Tahap I (60 persen) bulan Januari dan Tahap II (40 persen) bulan Maret.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa
sesuai  dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, yaitu berdasarkan asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran baik dari segi proses, pencatatan, pengelolaan dan juga pelaporan
keuangannya. Prinsip akuntabilitas menekankan bahwa akuntabilitas semakin baik
apabila dalam pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan akuntabel dan
transparan serta memperoleh informasi yang relevan dan mudah dipahami (Saputra
etal., 2021).

Pengelolaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sebagai
proses pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat
dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, perlu dilakukan kajian
akuntabilitas, dalam rangka tersedianya informasi yang handal dan akurat sebagai
bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa (Dharmakarja et al., 2020).
Pengelolaan dana desa yang akuntabel memerlukan pengendalian internal untuk
memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga
meminimalkan risiko penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap tata kelola keuangan desa. Pengendalian internal menjadi salah satu aspek
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yang sangat penting dalam konteks ini. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Internal dijelaskan bahwa untuk mencapai
pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien dan akuntabel wajib melakukan
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Menurut Mulyadi (2017) sistem pengendalian internal meliputi struktur
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong
efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. TAPI (2011)
menjelaskan pengendalian internal sebagai suatu proses yang diambil atau
dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan staf yang dirancang untuk
membuat keyakinan memadai untuk mencapai keandalan atau reliabilitas
pelaporan keuangan, efektivitas, efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum
dan peraturan yang berlaku. Menurut COSO (Committee of Sponsoring
Organization of Treadway) dalam Agoes (2018) Pengendalian Internal adalah
suatu proses yang dilakukan oleh dewan entitas direksi, manajemen dan personel
lainnya, dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian
tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan dan kepatuhan. Lima komponen
pokok sistem pengendalian internal menurut COSO dalam Agoes (2018) antara
lain Control Environment/ Lingkungan Pengendalian, Risk Assessment/ Penilaian
Risiko, Control Activities/ Aktivitas Pengendalian, Information and
Communication/ Informasi dan Komunikasi, Monitoring/ Pengawasan.

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wati ef al (2024) dan

Saparani et al (2023), menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal

pemerintah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan teori COSO dan penelitian
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yang dilakukan oleh Kirana (2023), Handiyono et a/ (2020), Pitaloka et al (2020)
dan Enim et al (2023) menyatakan bahwa tidak semua penerapan sistem
pengendalian internal berdasarkan teori COSO dilaksanakan dengan baik. Peluang
terjadinya kecurangan akan ditutup oleh pengendalian internal yang baik serta
efektif. Lemahnya internal kontrol pada suatu organisasi, pengawasan yang kurang,
serta wewenang yang disalahgunakan adalah peluang yang biasanya
memungkinkan terjadinya fraud (Arthana, 2019). Jika pada pemerintahan desa
semakin kuat sistem pengendalian internal maka perbuatan kecurangan dan
kesalahan pada pengelolaan keuangan desa yang mungkin terjadi dapat
diminimalkan serta dicegah dan jika lemahnya pengendalian internal maka semakin
besar perbuatan kecurangan yang akan terjadi (Laksmi & Sujana, 2019).
Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan sepanjang tahun 2022
terdapat banyak kasus korupsi di desa yaitu sebanyak 155 kasus dengan 252
tersangka dan kerugian negara sebesar Rp 381 miliar. Kasus tersebut terjadi karena
besarnya alokasi dana desa dan tidak diikuti dengan prinsip transparansi,
partisipasi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa (Pusat Edukasi
Antikorupsi, 2023). Selain itu, menurut ICW tingginya kasus korupsi disebabkan
belum optimalnya fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam mengawasi
penggunaan anggaran dana desa, keterbatasan dan tidak kesiapan kepala desa
termasuk perangkatnya ketika harus mengelola dana dalam jumlah besar serta
keterbatasan akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat desa terkait dengan

pengelolaan dana desa dan layanan publik.

FEB ITS MANDALA



Fenomena ini menekankan pentingnya pengendalian internal dalam
pengelolaan anggaran dana desa termasuk penerapan dalam laporan keuangan
pemerintah daerah maupun tingkat desa. Pengelolaan dana desa yang cukup besar
pada tiap-tiap desa diperlukan transparansi dan akuntabilitas hal ini sangat penting
karena dapat berpengaruh besar pada pendayagunaan keuangan negara demi
kemakmuran masyarakat desa (Kpk.go.id., 2021). Transparansi adalah prinsip yang
memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengakses atau
mengetahui informasi tentang aktivitas pemerintah, termasuk kebijakan dari
tahap awal perencanaan, proses pembuatan keputusan, implementasi, dan hasil
akhir dari keputusan tersebut (Humaeroh et al., 2022). Menurut Krah & Mertens
(2020) mengatakan bahwa transparansi dalam pemerintahan dapat menguatkan
hubungan serta kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Keterbukaan ini
penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai untuk
mengawasi pengelolaan dana desa. Dengan membuka akses informasi kepada
publik, pemerintah desa diharapkan akan lebih bertanggung jawab, berintegritas,
dan berfokus pada kepentingan masyarakat dalam mengelola Dana Desa dengan
baik.

Salah satu indikator utama kualitas laporan keuangan adalah opini yang
diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK mencerminkan
tingkat kepatuhan dan kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai standar
akuntansi yang berlaku. Tabel berikut ini menyajikan opini yang diperoleh
Kabupaten Jember dari tahun 2014 sampai 2023 dari BPK sebagaimana disajikan

pada gambar berikut ini:
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Gambar 1.1 Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember

Sumber data penelitian: https.//jatim.bpk.go.id/lkpd-kabupaten-jember/

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut opini BPK terhadap pemerintah
Kabupaten Jember selama periode 2018 sampai 2023, opini BPK terhadap
pemerintah Kabupaten Jember ini menunjukkan perubahan yang cukup besar
dalam pengelolaan keuangan daerah. Tahun 2018, opini yang diberikan adalah
WDP (Wajar Dengan Pengecualian), yang berarti ada beberapa masalah dalam
laporan keuangan, meskipun secara keseluruhan masih dianggap wajar. Tahun
2019, opini berubah menjadi TMP (Tidak Memberikan Pendapat), yang
menunjukkan adanya ketidakmampuan auditor untuk memberikan opini karena
keterbatasan akses atau data. Tahun 2020, opini turun menjadi TW (Tidak Wajar),
yang menunjukkan masalah serius dalam pengelolaan keuangan dan laporan
keuangan yang tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Hal ini tentunya
menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik serta pemangku kepentingan terkait
efektivitas penggunaan anggaran untuk Pembangunan daerah. Tahun 2021, opini
kembali membaik menjadi WDP, meskipun masih ada beberapa pengecualian.
Tahun 2022 dan 2023, opini BPK meningkat menjadi WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian), yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam pengelolaan

keuangan dan pencapaian standar akuntansi yang berlaku. opini BPK yang terus-
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menerus berubah menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pengelolaan
keuangan tersebut. Ini bisa berdampak negatif terhadap transparansi, akuntabilitas,
dan perencanaan keuangan, yang pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan
publik dan stakeholder, serta memperburuk kinerja instansi dalam menjalankan
program pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Kabupaten
Jember untuk melakukan perbaikan yang konsisten dalam pengelolaan keuangan
untuk memperoleh opini yang lebih stabil dan positif dari BPK.

Desa Glagahwero Kecamatan Panti merupakan salah satu desa dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang mendapatkan dana desa. Terdiri dari 2
Dusun, 6 RW, dan 29 RT, dengan luas Desa 288,250 km2. Penduduknya sekitar
4.530 jiwa, mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani dan mayoritas
beragama muslim. Sebagai penerima dana desa harus memastikan bahwa
pengelolaan dana tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
terutama terkait dengan pengawasan dan pengendalian internal dalam proses
pengelolaan dana desa. Berikut ini merupakan data dana desa Glagahwero tahun

anggaran 2022-2023 beserta realisasinya:

No. Tahun Dana Desa (Rp) Realisasi
Anggaran
1. 2022 2.035.873.356 2.035.873.356
2. 2023 2.099.125.724 2.099.125.724

Tabel 1.1 Data Dana Desa Glagahwero Tahun Anggaran 2022-2023
Sumber data penelitian: Bendahara Desa Glagahwero

Dari tabel di atas dapat dilihat data dari Bendahara Desa Glagahwero tahun
anggaran 2022-2023. Pada tahun 2022 pemerintah desa menganggarkan dana desa

sebesar Rp. 2.035.873.356 dengan realisasi dana desa yang telah dikeluarkan
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mencapai Rp. 2.035.873.356. Pada Tahun 2023 dana desa meningkat sebesar 3,01%
dengan realisasi dana yang dikeluarkan mencapai Rp. 2.099.125.724. Sebagian
besar laporan bersifat teknis, laporan tersebut mencakup laporan realisasi APB
Desa, laporan realisasi kegiatan (kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak
terlaksana) dan sisa anggaran. Pemerintah Desa Glagahwero menggunakan aplikasi
atau website dalam memberikan informasi laporan penggunaan dana desa kepada
Kecamatan dan baliho/banner yang diletakkan di depan kantor Desa Glagahwero
serta pada tempat kegiatan pembangunan dipasang prasasti pembangunan. Seiring
dengan pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam membuat keputusan-
keputusan penting yang memengaruhi masyarakat, penting bagi mereka untuk
memberikan informasi yang komprehensif tentang aktivitas yang mereka lakukan
(Nizam et al., 2024).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem
pengendalian internal dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Glagahwero
berdasarkan teori COSO Frmaework serta mengidentifikasi kendala apa saja yang
dihadapi dalam penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana
desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pengawasan dana desa sehingga
tujuan Pembangunan desa dapat tercapai. Berdasarkan latar belakang masalah yang
ada maka peneliti ingin melakukan penelitian penerapan sistem pengendalian
internal dalam pengelolaan dana desa Glagahwero kecamatan panti kabupaten

jember.

FEB ITS MANDALA



1.2 Rumusan masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka muncul permasalahan
yang harus dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana
desa pada Pemerintah Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember
dengan menggunakan teori COSO Framework?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pengendalian internal
pada pengelolaan dana desa Pada Pemerintah Desa Glagahwero Kecamatan
Panti Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan
Dana Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember
menggunakan COSO framework

2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan
sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa pada Pemerintah
Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.
1.4 Manfaat Penelitian
Selain memiliki tujuan, penelitian ini memiliki manfaat yang dibagi
menjadi tiga yaitu bagi pemerintah desa, bagi akademis dan bagi peneliti

Manfaat dari penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:
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a. Bagi Pemerintah Desa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan yang baik, sehingga pihak
pemerintah desa bisa terus meningkatkan, memperkuat serta mengoptimalkan
sehingga dapat mewujudkan cita-cita desa.
b. Bagi Akademis
Untuk pihak akademis diharapkan penelitian ini dapat berguna dan
dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai
penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa.
c. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan
mengenai penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana
desa.
1.5 Penelitian terdahulu
Penelitian ini dilakukan oleh Wati et al. (2024), penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis efektivitas implementasi Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) di Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir. Metode yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan COSO (Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Data dikumpulkan
melalui wawancara dengan sekretaris kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir telah berupaya menerapkan nilai-
nilai etika dan integritas, meningkatkan disiplin melalui absensi elektronik, serta

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan. Pengawasan eksternal

FEB ITS MANDALA



11

dilakukan oleh pihak kecamatan dan upaya pengamanan lingkungan melalui patroli
rutin. Komunikasi internal memanfaatkan aplikasi pesan instan, sementara
masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Kepala Lingkungan atau
tautan yang disediakan. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
dilakukan melalui Musrenbangkel dan program IPKK. Pemantauan dan evaluasi
dilakukan dengan kegiatan keliling wilayah. Meskipun demikian, masih diperlukan
penguatan pada aspek pengawasan internal, optimalisasi teknologi informasi,
sinergi program pemberdayaan, serta pemantauan dan evaluasi yang lebih
sistematis. Dengan komitmen dan perbaikan berkelanjutan, diharapkan SPIP di
Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penelitian yang di lakukan oleh Kirana (2023) penerapan sistem
pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa menjadi hal yang penting
mengingat prioritas tujuan dari pengelolaan dana desa adalah meningkatkan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu penelitian ini
berfokus pada penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh aparatur
pemerintah desa dengan mengacu kepada teori sistem pengendalian internal yang
ditetapkan oleh COSO serta dengan melihat kepada kesesuaian kebijakan yang ada
di lapangan. Objek penelitian ini adalah Desa Ramunia 1 dan Desa Beringin
kecamatan Deli Serdang, dengan menggunakan pendekatan postpositivist dengan
metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak seluruh komponen
sistem pengendalian internal oleh COSO telah dilaksanakan oleh Desa Ramunia 1

dan Desa Beringin. Permasalahan yang menjadi perhatian utama adalah kurangnya
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pemahaman pemerintah desa terkait pengendalian internal dalam pengelolaan dana
desa dan sosialisasi kebijakan dari pemerintah pusat yang masih belum secara utuh
mensosialisasikan kebijakan sistem pengendalian internal kepada pemerintah desa.

Penelitian ini dilakukan oleh Enim ef al. (2023), penelitian ini bertujuan
menganalisis serta melakukan evaluasi pada sistem pengendalian internal
pemerintah pada pengelolaan dana desa di Desa Kuripan Selatan Muara Enim.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Analisis dan evaluasi dilakukan dengan membandingkan sistem
pengendalian internal pemerintah pada pengelolaan dana desa di Desa Kuripan
Selatan sesuai dengan prinsip dan komponen COSO (Committee of Sponsoring
Organizations of Treadway Commission) 2013 di mana terdapat lima komponen
dan tujuh belas prinsip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur
pengendalian internal telah sesuai kriteria dan aturan yang berlaku sesuai PMK
Nomor 128/PMK.07/2022. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah
ditinjau dari komponen dan prinsip pengendalian telah dilaksanakan dengan baik,
akan tetapi ada beberapa prinsip yang tidak terpenuhi. Desa Kuripan Selatan telah
memenuhi kriteria pada komponen aktivitas pengendalian, informasi dan
komunikasi, dan pengawasan. Komponen lingkungan pengendalian karena ada tiga
prinsip yang belum memenuhi kriteria dan dua prinsip pada komponen penilaian
risiko.

Penelitian ini dilakukan oleh Saparani ef al. (2023), penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pengendalian internal di Desa Nagrak. Analisis ini diharapkan

mampu menjadi saran dan masukan bagi desa untuk lebih memperkuat
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pengendalian internal yang ada. Informan yang dipilih adalah Sekretaris Desa
Nagrak. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung
terhadap sistem pengendalian internal yang berjalan di Desa Nagrak. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara,
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah
mendeskripsikan sistem pengendalian internal dengan teori Committee of
Sponsoring Organizations (COSQ) yang terdiri dari lima komponen pengendalian
internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal di Desa
Nagrak secara keseluruhan sudah cukup baik. Hal ini terlihat pada komponen
lingkungan pengendalian yaitu adanya struktur organisasi dan pembagian tugas dan
wewenang yang jelas pada setiap bagian. Kegiatan pengendalian di Desa Nagrak
sudah mempunyai pemisahan tugas dan wewenang yang baik dan berjalan
sebagaimana mestinya. Informasi dan Komunikasi di Desa Nagrak telah terlaksana
sesuai dengan teknik dan prosedur.

Penelitian ini dilakukan oleh Handiyono et al. (2020), penelitian ini
menganalisis implementasi sistem pengendalian internal dalam mengelola dana
desa di Desa Tambun dan Desa Segarajaya, Kabupaten Bekasi, dengan
menggunakan lima komponen Kerangka Sistem Pengendalian Internal oleh COSO
(2013). Hal tersebut dikarenakan pengelolaan dana desa merupakan hal yang
penting dalam implementasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
Tambun dan Desa Segarajaya, yang mana masih menemui berbagai permasalahan.
Oleh karena itu dibutuhkanlah suatu bentuk sistem pengendalian internal dalam

pengelolaan dana desa. Menggunakan pendekatan post positivist dengan studi

FEB ITS MANDALA



14

pustaka dan wawancara mendalam, secara total ada sembilan akademisi dan praktisi
yang berpartisipasi sebagai narasumber penelitian. Data wawancara dikategorikan
dengan menggunakan pengkodean terbuka, pengkodean aksial, dan metode
pengkodean selektif. Hasil dari penelitian ini adalah tidak semua komponen sistem
kontrol internal oleh COSO telah dilakukan oleh Desa Tambun dan Desa
Segarajaya. Kekhawatiran utama adalah lemahnya pemahaman pemerintah desa
mengenai pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa, karena sosialisasi
kebijakan itu sendiri belum sepenuhnya disosialisasikan oleh Pemerintah Pusat.
Dari lima komponen Kerangka Kontrol Internal COSO hanya 4 komponen yang
telah dilaksanakan (lingkungan kontrol, kegiatan kontrol, informasi dan
komunikasi, dan pemantauan). Sementara penilaian risiko belum dilakukan secara
efektif, karena terbatasnya sosialisasi dari pemerintah pusat dan keterbatasan
kompetensi pejabat desa yang dapat melaksanakan penilaian risiko. Berdasarkan
hasil penelitian, penerapan sistem pengendalian internal berdasarkan komponen
COSO (2013) belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh Desa Tambun dan Desa
Segarajaya. Diperlukan sosialisasi dari pemerintah pusat dan daerah kepada desa
dalam penerapan sistem pengendalian internal pengelolaan dana desa lebih
mendalam kepada aparatur desa.

Penelitian ini dilakukan oleh Pitaloka et al. (2020), Tujuan penelitian adalah
ini untuk mengetahui efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal sesuai
dengan menggunakan pendekatan COSO atau sesuai dengan UU No.6 tahun
2008 pasal 3 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Desa

Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan
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deskriptif kualitatif dengan data primer yang berasal dari wawancara dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal
cukup efektif dan sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP),
akan tetapi ada beberapa hal yang masih belum tercapai, sehingga penerapan Sistem
Pengendalian Internal belum terpenuhi sepenuhnya.

Penelitian ini dilakukan oleh Ompusunggu (2020), Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan Presiden selaku
Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Indonesia. Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004. Sistem pengendalian intern yang diterapkan di
Indonesia diadopsi dari konsep pengendalian intern yang dibuat oleh Committe of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) tahun 1992. Sejak
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terhitung sudah 10
tahun peraturan tersebut berlaku. Namun kebijakan yang tertuang Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 belum sepenuhnya diimplementasikan dalam
tata kelola pemerintah di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi maturitas
sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan BPKP sampai dengan Maret
2018 yang menunjukkan tingkat kematangan SPIP yang masih jauh dari target
dengan mayoritas Instansi masih berada di bawah level 3 atau jauh dari level 5
(level optimum) dan kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang

ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaan tahun 2015-2017.
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Faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan sistem pengendalian intern
pemerintah di Indonesia antara lain: Kelemahan dari segi konten dan konteks
Kebijakan, Tidak adanya penerapan sanksi, Kurang matangnya suatu pertimbangan
(judgment), Kesalahan dalam menerjemahkan perintah, Pengabaian manajemen,
Adanya kolusi.

Penelitian ini dilakukan oleh Suwanda (2019), penelitian ini bertujuan
mengetahui gambaran desain implementasi manajemen risiko berbasis COSO 2016
terhadap pelaksanaan manajemen keuangan daerah berbasis risiko dijalankan,
strategi perbaikan dalam pelaksanaan manajemen keuangan daerah berbasis risiko,
implikasi pelaksanaan manajemen keuangan daerah berbasis risiko dalam
meningkatkan akuntabilitas sektor publik dan pelaksanaan manajemen keuangan
daerah berbasis risiko dalam meningkatkan akuntabilitas transparansi sektor publik.
Manajemen keuangan daerah berbasis risiko menggunakan teori [Integrated
Framework (COSO ERM, 2016) dengan dimensi Internal Environment, Objective
Setting, Risk Identification, Risk Assessment, Risk Response, Control Activities,
Information and Communication dan Monitoring. Penelitian ini merupakan Single
Case dan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui
wawancara umum dan mendalam internal key informan, expert Judgement,
penyebaran kuesioner, observasi, pendalaman dokumentasi dan Focus Grup
Discussion dengan obyek penelitian di Pemerintah Kabupaten Garut. Hasil analisis
dan interpretasi atas temuan data menunjukkan bahwa terdapat 19 risiko yang
mungkin terjadi dalam manajemen keuangan pemerintah Kabupaten Garut. Risiko

tersebut berasal dari adanya risiko sumber daya manusia, operasional dan reputasi.
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Perhitungan penilaian setiap risiko didasarkan pada tingkat keparahannya dan
tingkat peluang terjadinya. Dari perhitungan yang dilakukan dalam penelitian,
dapat diketahui bahwa risiko yang perlu diprioritaskan untuk dikendalikan adalah
Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Gubernur atas RAPBD dan
Kurangnya instrumen penganggaran/Peraturan/Juklak/Juknis/SOP yang digunakan
dalam proses penyusunan APBD.

Penelitian ini dilakukan oleh Mali (2015), penelitian ini dilakukan untuk
menganalisis pengaruh penerapan kebijakan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) berdasarkan COSO Internal Control-fremawork terhadap
akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao. Dalam
penelitian ini dideskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya
penerapan kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sehingga
berdampak pada Pemberian Opini Disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD) Kabupaten Rote Ndao
sejak tahun 2009 sampai 2013. Hal ini dikarenakan kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah yang disampaikan tidak memenuhi kriteria wajar, handal,
relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Untuk itu pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif melalui teknik
wawancara, dokumentasi maupun kuesioner yang dilakukan pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai entitas pelaporan
yang bertanggungjawab atas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rote
Ndao, Inspektorat Kabupaten Rote Ndao sebagai Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Peternakan,

FEB ITS MANDALA



18

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, dan Kantor KesbangPol dan Linmas sebagai
entitas Akuntansi Hasil penelitian menemukan bahwa faktor penghambat dalam
penerapan SPIP ini adalah belum dibangun komitmen oleh Kepala Daerah maupun
Pimpinan SKPD, serta kurangnya kesiapan SDM aparat pemerintahan, yang
membutuhkan perhatian serius baik dalam jumlah dan mutu SDM pengelola
keuangan daerah. Berdasarkan temuan maka direkomendasikan agar Pimpinan
Instansi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya
sistem pengendalian intern. Perlu juga dibangun pemantauan yang berkelanjutan
terhadap penerapan SPIP pada setiap SKPD disertai dengan peningkatan dalam
audit, review, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya.

Berikut ini merupakan ringkasan dari perbedaan dan persamaan penelitian
terdahulu dalam bentuk tabel, yaitu:

Tabel 1.2 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No. | Nama Peneliti Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
1. | Wati et al. Hasil penelitian a. Pendekatan a. Lingkup

(2024) menunjukkan bahwa Kerangka Lokasi
Kantor Kelurahan COSO Penelitian.
Tanjung Mulia Hilir telah | b. Pentingnya b. Fokus
berupaya menerapkan Pengawasan Sistem
nilai-nilai etika dan dan Pengendali
integritas, meningkatkan Pemantauan. an Internal

disiplin melalui absensi
elektronik, serta
melaksanakan tugas
pokok dan fungsi sesuai
peraturan. Pengawasan
eksternal dilakukan oleh
pihak kecamatan dan
upaya pengamanan
lingkungan melalui
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No.

Nama Peneliti

Hasil Penelitian

Persamaan

Perbedaan

patroli rutin. Komunikasi
internal memanfaatkan
aplikasi pesan instan,
sementara masyarakat
dapat menyampaikan
pengaduan melalui
Kepala Lingkungan atau
tautan yang disediakan.
Program pembangunan
dan pemberdayaan
masyarakat dilakukan
melalui Musrenbangkel
dan program IPKK.
Pemantauan dan evaluasi
dilakukan dengan
kegiatan keliling
wilayah. Meskipun
demikian, masih
diperlukan penguatan
pada aspek pengawasan
internal, optimalisasi
teknologi informasi,
sinergi program
pemberdayaan, serta
pemantauan dan evaluasi
yang lebih sistematis.

Kirana (2023)

Hasil dari penelitian ini
menunjukkan tidak
seluruh komponen sistem
pengendalian internal
oleh COSO telah
dilaksanakan oleh Desa
Ramunia 1 dan Desa
Beringin. Permasalahan
yang menjadi perhatian
utama adalah kurangnya
pemahaman pemerintah
desa terkait pengendalian
internal dalam
pengelolaan dana desa
dan sosialisasi kebijakan
dari pemerintah pusat
yang masih belum secara
utuh mensosialisasikan

a. Penelitian ini

mengacu
pada
kerangka
COSO untuk
menganalisis
penerapan
sistem
pengendalian
internal di
desa.

a. Lokasi
Penelitian

b. Metode
yang
digunakan
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No. | Nama Peneliti Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
kebijakan sistem
pengendalian internal
kepada pemerintah desa.
3. | Saparani et al. | Hasil penelitian a. Tujuan a. Lokasi

(2023) menunjukkan bahwa penelitian penelitian
pengendalian internal di | b. Pendekatan b. Periode
Desa Nagrak secara yang tahun
keseluruhan sudah cukup diakukan anggaran
baik. Hal ini terlihat pada | c. Kerangka yang diteliti
komponen lingkungan berpikir yang
pengendalian yaitu digunakan
adanya struktur COSO
organisasi dan
pembagian tugas dan
wewenang yang jelas
pada setiap bagian.
Kegiatan pengendalian di
Desa Nagrak sudah
mempunyai pemisahan
tugas dan wewenang
yang baik dan berjalan
sebagaimana mestinya.
Informasi dan
Komunikasi di Desa
Nagrak telah terlaksana
sesuai dengan teknik dan
prosedur.

4. | Enim et al. Hasil penelitian a. Jenis a. Lokasi

(2023) menunjukkan bahwa penelitian penelitian
prosedur pengendalian b. Metode b. Tujuan
internal telah sesuai pendekatan penelitian
kriteria dan aturan yang deskriptif
berlaku sesuai PMK Kerangka
Nomor analisis yang
128/PMK.07/2022. digunakan

Penerapan sistem
pengendalian internal
pemerintah ditinjau dari
komponen dan prinsip
pengendalian telah
dilaksanakan dengan
baik, akan tetapi ada
beberapa prinsip yang
tidak terpenuhi. Desa
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No.

Nama Peneliti

Hasil Penelitian

Persamaan

Perbedaan

Kuripan Selatan telah
memenubhi kriteria pada
komponen aktivitas
pengendalian, informasi
dan komunikasi, dan
pengawasan. Komponen
lingkungan pengendalian
karena ada tiga prinsip
yang belum memenuhi
kriteria dan dua prinsip
pada komponen penilaian
risiko.

Handiyono et
al. (2020)

Hasil dari penelitian ini
adalah Dari lima
komponen Kerangka
Kontrol Internal COSO,
hanya 4 komponen yang
telah dilaksanakan
(lingkungan kontrol,
kegiatan kontrol,
informasi dan
komunikasi, dan
pemantauan). Sementara
penilaian risiko belum
dilakukan secara efektif,
karena terbatasnya
sosialisasi dari
pemerintah pusat dan
keterbatasan kompetensi
pejabat desa yang dapat
melaksanakan penilaian
risiko.

a. Penerapan
Kerangka
COSO.

a. Fokus
Penelitian.

b. Fenomena
masalah
yang ada

Pitaloka et al.
(2020)

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
Sistem Pengendalian
Internal cukup efektif
dan sesuai dengan Sistem
Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP), akan
tetapi ada beberapa hal
yang masih belum
tercapai, sehingga
penerapan Sistem
Pengendalian Internal

a. Jenis
penelitian
b. Pengumpula
n data

c. Metode
pendekatan
deskriptif
kualitatif

a. Waktu
penelitian

b. Fokus
penelitian
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No.

Nama Peneliti

Hasil Penelitian

Persamaan

Perbedaan

belum terpenuhi
sepenuhnya.

Putri Hayuning
Tyas (2020)

. Hasil analisis
menunjukkan bahwa
Kantor Desa Soropadan
telah menjalankan lima
komponen pengendalian
dari rerangka
pengendalian internal
COSO Integrated
Framework yaitu
lingkungan
pengendalian, penilaian
risiko, aktivitas
pengendalian, informasi
dan komunikasi,

serta pemantauan.
Pengendalian internal
yang ada di Kantor Desa
Soropadan cukup
memadai tetapi belum
berfungsi secara efektif.

. Fokus

penelitian

. Metode yang

digunakan

. Fenomena

yang
diangkat

. Lokasi

penelitian

Ompusungg
(2020)

Sistem pengendalian
intern yang diterapkan di
Indonesia diadopsi dari
konsep pengendalian
intern yang dibuat oleh
Committe of Sponsoring
Organizations of the
Treadway Commision
(COSO) tahun 1992.
Sejak ditetapkannya
Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008
terhitung sudah 10 tahun
peraturan tersebut
berlaku. Namun
kebijakan yang tertuang
Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008
belum sepenuhnya
diimplementasikan dalam
tata kelola pemerintah di
Indonesia. Hal ini terlihat

. Tujuan

penelitian

. Pendekatan

yang
diakukan

. Kerangka

berpikir yang
digunakan
COSO

. Lokasi

penelitian

. Periode

tahun
anggaran
yang diteliti
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No.

Nama Peneliti

Hasil Penelitian

Persamaan

Perbedaan

dari hasil evaluasi
maturitas sistem
pengendalian intern
pemerintah yang
dilakukan BPKP sampai
dengan Maret 2018 yang
menunjukkan tingkat
kematangan SPIP yang
masih jauh dari target
dengan mayoritas
Instansi masih berada di
bawah level 3 atau jauh
dari level 5 (level
optimum) dan kelemahan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah yang
ditemukan Badan
Pemeriksa Keuangan
dalam pemeriksaan tahun
2015-2017. Faktor-faktor
yang dapat menghambat
penerapan sistem
pengendalian intern
pemerintah di Indonesia
antara lain: (a)
Kelemahan dari segi
konten dan konteks
Kebijakan, (b) Tidak
adanya penerapan sanksi,
(c) Kurang matangnya
suatu pertimbangan
(judgment), (d)
Kesalahan dalam
menerjemahkan perintah,
(e) Pengabaian
manajemen, (f) Adanya
kolusi.

Suwanda
(2019)

Hasil analisis dan
interpretasi atas temuan
data menunjukkan bahwa
terdapat bahwa terdapat
19 risiko yang mungkin
terjadi dalam manajemen
keuangan pemerintah

a. Penerapan
kerangka
COSO

. Fokus

penelitian

. Fenomena

yang ada

. Waktu

penelitian
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No.

Nama Peneliti

Hasil Penelitian

Persamaan

Perbedaan

Kabupaten Garut. Risiko
tersebut berasal dari
adanya risiko sumber
daya manusia,
operasional dan reputasi.
Perhitungan penilaian
setiap risiko didasarkan
pada tingkat
keparahannya dan tingkat
peluang terjadinya. Dari
perhitungan yang
dilakukan dalam
penelitian, dapat
diketahui bahwa risiko
yang perlu diprioritaskan
untuk dikendalikan
adalah Masih adanya
koreksi terhadap APBD
dalam Evaluasi Gubernur
atas RAPBD dan
Kurangnya instrumen
penganggaran/Peraturan/
Juklak/Juknis/SOP yang
digunakan dalam proses
penyusunan APBD.

10.

Mali (2015)

Hasil penelitian
menemukan bahwa
faktor penghambat dalam
penerapan SPIP ini
adalah belum dibangun
komitmen oleh Kepala
Daerah maupun
Pimpinan SKPD, serta
kurangnya kesiapan
SDM aparat
pemerintahan, yang
membutuhkan perhatian
serius baik dalam jumlah
dan mutu SDM pengelola
keuangan daerah.
Berdasarkan temuan
maka direkomendasikan
agar Pimpinan Instansi
Pemerintah diharapkan

a. Teknik
pengumpulan
data yang
digunakan

b. Teknik
pendekatan
yang
dilakukan

. Lokasi

penelitian

. Fenomena

yang ada

. Fokus

penelitian

FEB ITS MANDALA




25

No. | Nama Peneliti

Hasil Penelitian

Persamaan

Perbedaan

dapat meningkatkan
kesadaran akan
pentingnya sistem
pengendalian intern.
Perlu juga dibangun
pemantauan yang
berkelanjutan terhadap
penerapan SPIP pada
setiap SKPD disertai
dengan peningkatan
dalam audit, review,
evaluasi dan kegiatan
pengawasan lainnya

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa

perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu. secara keseluruhan

persamaannya ada pada pendekatan yang dilakukan yaitu berdasarkan pendekatan

menggunakan COSO Framework. Maka yang menjadi pembeda adalah lokasi,

fenomena, fokus penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian.

1.6 2Tinjauan Pustaka

1.6.1 Definisi Sistem

Menurut Mulyadi (2016) menyatakan bahwa sistem pada dasarnya adalah

sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang

berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Jogianto dalam

Hutahaean (2014) Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan kejadian dan

entitas nyata yang merupakan objek nyata, seperti tempat, benda dan orang yang

benar- benar ada dan terjadi. Menurut Faishol (2017) Sistem adalah sekelompok
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unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-
sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan penjelasan sistem menurut
para ahli dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang tidak dapat
di pisahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

1.6.2 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2017) sistem pengendalian internal meliputi struktur
organisai, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi
dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. IAPI (2011) menjelaskan
pengendalian internal sebagai suatu proses yang diambil atau dijalankan oleh
dewan komisaris, manajemen, dan staf yang dirancang untuk membuat keyakinan
memadai untuk mencapai keandalan atau reliabilitas pelaporan keuangan,
efektivitas, efisiensi operasi dan Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang
berlaku.

Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization of Treadway)
dalam Agoes (2018) Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dilakukan
oleh dewan entitas direksi, manajemen dan personel lainnya, dirancang untuk
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan
dengan operasi, pelaporan dan kepatuhan. Lima komponen pokok sistem
pengendalian internal menurut COSO dalam Agoes (2018) antara lain Control
Environment/ Lingkungan Pengendalian, Risk Assessment/ Penilaian Risiko,
Control Activities/ Aktivitas Pengendalian, Information and Communication/

Informasi dan Komunikasi, Monitoring/ Pengawasan.

FEB ITS MANDALA



27

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal (SPI) dijelaskan bahwa SPI sebagai sebuah proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Tujuan SPI menurut UU No. 60 Tahun 2008 yaitu untuk mencapai
pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Oleh karena itu, menteri/lembaga, gubernur, dan bupati/Walikota wajib
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan
berpedoman pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Menurut UU
No. 60 Tahun 2008 SPIP adalah sistem pengendalian internal yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.
SPIP ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya
efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan. Adapun prinsip pengendalian menurut PP No.60
tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas 5
unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Berikut penjelasan
mengenai unsur-unsur pengendalian internal menurut UU No. 60 Tahun 2008

sebagai berikut:
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1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif

untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya.

a. Penegakan integritas dan nilai etika
Pimpinan instansi pemerintah bertanggung jawab untuk membuat dan
mencontohkan aturan perilaku, menindak pelanggaran, menjelaskan
intervensi pengendalian, serta menghapus kebijakan yang mendorong
perilaku tidak etis.

b. Komitmen terhadap kompetensi
Pimpinan Instansi Pemerintah perlu mengidentifikasi kebutuhan kegiatan,
menyusun standar kompetensi, mengadakan pelatihan, dan memilih
pimpinan yang kompeten untuk memastikan tugas dan fungsi berjalan
efektif.

c. Kepemimpinan yang kondusif
Dalam mengambil keputusan, pimpinan instansi pemerintah perlu
mempertimbangkan risiko, menerapkan manajemen kinerja, mendukung
fungsi penerapan SPIP tertentu, melindungi aset dan informasi dari akses
ilegal, melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan
yang lebih rendah dan merespons secara positif terhadap pelaporan

keuangan, anggaran, program, dan kegiatan.
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d. Struktur organisasi
Pimpinan instansi pemerintah perlu memperjelas wewenang, tanggung
jawab, mengevaluasi struktur organisasi secara berkala sesuai perubahan
dan menetapkan jumlah pegawai yang tepat.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
Pemberian wewenang sesuai tanggung jawab yang tepat kepada Pegawai
untuk mencapai tujuan instansi, dengan memahami keterkaitannya dengan
pihak lain dan penerapan SPIP.

f. Kebijakan dan pembinaan sumber daya manusia
Penetapan kebijakan dan prosedur dari rekrutmen hingga pemberhentian,
pengecekan latar belakang calon pegawai, dan pengawasan berkala yang
memadai penting untuk pengelolaan pegawai yang baik.

g. Peran aparat pengawasan intern pemerintah
Peran aparat pengawasan memberikan keyakinan yang memadai atas
ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, memberikan
peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, dan memelihara
serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi pemerintah

2. Penilaian Risiko, mencakup aktivitas untuk mengidentifikasi,

menganalisis, mengatasi, mengurangi, dan/atau menghilangkan risiko.
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3. Kegiatan Pengendalian, mencakup:
a. Pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab
b. Otorisasi
c. Pencatatan dan dokumentasi (pengendalian catatan)
4. Informasi dan Komunikasi, mencakup:
a. Informasi
Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara
terus menerus.
b. Komunikasi komponen tersebut.
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
5. Pemantauan, mencakup pemantauan oleh pimpinan unit terkait kepada
pegawainya, oleh Satuan Pengawas Intern sebagai APIP, tindak lanjut atas

hasil pengawasan, dan mekanisme umpan balik.

1.6.3 Komponen COSO Framework
Komponen utama pengendalian internal menurut kerangka COSO
meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian,
informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Model COSO yang digambarkan
dalam suatu kubus yang dinamakan kubus COSO (The COSO Cube) merupakan
model sistem pengendalian intern yang banyak digunakan oleh auditor sebagai
dasar untuk mengevaluasi dan mengembangkan sistem pengendalian intern

(Hastuti et al., 2021). Berikut adalah gambar dari gambar model COSO:
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toring Acti

Gambar 3.1 Model COSO
Sumber: COSO 2013

Menurut Hastuti ef al (2021), pada bagian atas kubus ini, tercantum tiga tujuan
utama sistem pengendalian intern:
1. Operations, yaitu operasi yang efektif (tujuan tercapai) dan efisien
2. Reporting, yaitu laporan keuangan yang dapat diandalkan
3. Compliance, yaitu kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan.
Pada bagian samping tercantum level organisasi di mana sistem

pengendalian intern diterapkan. Sistem pengendalian intern harus diterapkan
pada semua level organisasi yaitu level entitas, divisi, unit operasi, dan
fungsi. Pada bagian depan kubus, tercantum komponen atau elemen sistem
pengendalian intern. Menurut COSO (2013), sistem pengendalian intern
terdiri atas lima komponen yang saling berhubungan satu sama lain untuk
mencapai tujuan organisasi. Kelima komponen tersebut yaitu:
1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian)

Meliputi sikap manajemen di semua tingkatan terhadap operasi secara
umum dan terhadap pengendalian secara khusus. Komponen ini merupakan

dasar atau fondasi dari komponen pengendalian intern lainnya.
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2. Risk Assessment (Penentuan risiko)

Meliputi identifikasi dan analisis risiko-risiko yang relevan (misalnya:
operasional, keuangan, kepatuhan), dampak dan kemungkinan terjadinya,
serta prioritasnya. Penentuan risiko merupakan suatu proses yang terus
berjalan.

3. Control Activities (Aktivitas Pengendalian)

Meliputi kebijakan dan prosedur yang dikembangkan untuk
memastikan arahan manajemen dilaksanakan serta tindakan yang diambil
untuk mengatasi risiko.

4. Information and Communication (Informasi dan Komunikasi)

Sistem informasi menghasilkan laporan yang memuat informasi
operasional, keuangan dan kepatuhan, yang digunakan untuk mengevaluasi
efektivitas pengendalian. Informasi tersebut harus mengalir/dikomunikasikan
ke seluruh organisasi, pada waktu yang tepat dan kepada orang yang tepat.
5. Monitoring Activities (Aktivitas Pemantauan)

Meliputi proses untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern
melalui aktivitas pengawasan dan evaluasi terpisah. Evaluasi terpisah dapat
dilakukan oleh manajemen atau oleh auditor intern dan ekstern.
1.6.4 Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dikatakan bahwa
pengelolaan keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa dan harus dikelola
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berdasarkan asas-asas transparan, akuntabilitas, partisipasi dan dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran. Secara spesifik tahap-tahap pengelolaan
dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018
yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa,
perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan
dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang
dianggarkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

2. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa,
pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan
pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bank yang
ditunjuk Bupati.

3. Tahap Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa,
penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana
fungsi perbendaharaan.

4. Tahap Pelaporan

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa,
Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama
kepada Bupati melalui Camat yang terdiri atas laporan pelaksanaan APBDes,

dan laporan realisasi kegiatan. Bupati menyampaikan laporan konsolidasi
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pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa,
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes
kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan di informasikan
kepada masyarakat melalui media informasi.

Berdasarkan penjelasan mengenai sistem pengendalian internal menurut
Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 yang sejalan dengan COSO
terdiri atas 5 unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian
risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
Pengelolaan dana desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018
pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan,
akuntabilitas, partisipasi dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Tahapan pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan, tahap penatausahaan dan terakhir yaitu tahap pelaporan.

1.7 Batasan Masalah

Agar penelitian spesifik dan fokus serta untuk membatasi permasalahan

yang diteliti, penulis membuat batasan masalah yang diteliti yaitu sebagai

berikut:

1. Penelitian ini pada periode tahun anggaran 2024
2. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana desa yang bersumber dari

APBD yang diterima oleh Desa Glagahwero.
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3. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2024 sampai bulan Februari 2025
untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana dana
desa telah dikelola selama satu tahun penuh. Data realisasi anggaran, laporan
keuangan, dan pelaksanaan program kegiatan akan lebih lengkap dan

tersedia.
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BAB I1 METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi
kasus untuk mengamati dan memahami secara rinci bagaimana mekanisme
pengendalian internal berjalan dalam praktik, termasuk tantangan dan
keberhasilannya. Menurut Moleong (2019) bahwasanya Penelitian kualitatif
merupakan suatu penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis ataupun lisan dari objek yang diamati selama penelitian berlangsung.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif sebagai
dasar untuk mengetahui penerapan pengendalian intern dengan menggunakan
pendekatan COSO pada pemerintahan Desa Glagahwero.
2.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive
sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengumpulan sampel sumber
data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Langkah awal yang harus
dilakukan adalah menentukan kriteria sampel yang sesuai dengan penelitian
(Widagdo, 2021). Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu informan atau yang
terlibat langsung dalam kegiatan operasional dan yang bertanggung jawab
memberikan informasi yang akurat yakni pihak yang kompeten dalam pengelolaan
APBDesa dengan tujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal
dalam pengelolaan Dana Desa antara lain Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, BPD
(Badan Permusyawaratan Desa) Sehingga didapatkan informasi atau data yang

diperlukan dalam penelitian ini.
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2.3 Metode Pengambilan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain

observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Widagdo (2021) observasi adalah melakukan pengamatan untuk
memperoleh data secara langsung ke objek penelitian sehingga dapat melihat dari
dekat tentang hal-hal yang menjadi tujuan pengamatan. Dalam hal ini peneliti terjun
langsung ke lapangan dan melakukan observasi ke Desa Glagahwero, untuk
mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan

anggaran dana desa pada pemerintah Desa Glagahwero

2. Wawancara

Menurut Widagdo (2021) menyatakan bahwa wawancara adalah suatu cara
pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari
sumbernya. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu
kepala desa, sekretaris, bendahara dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Jenis
wawancara yang digunakan adalah wawancara secara mendalam, yang mana
wawancara dilakukan secara bebas tidak memiliki format pertanyaan yang kaku,
lebih berfokus pada dialog terbuka dan permasalahan yang ada yang akan

ditanyakan kepada partisipan.

3. Dokumentasi
Menurut Widagdo (2021) dokumentasi adalah pengumpulan data dari

tempat penelitian, yaitu meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan,
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laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data-data dari penelitian
terdahulu yang relevan dengan atau tujuan penelitian. Dalam penelitian ini teknik
yang digunakan dengan cara mengumpulkan data berupa dokumentasi foto,
perekaman saat proses wawancara berlangsung, dan menganalisis dokumen —
dokumen yang terkait dengan laporan keuangan anggaran dana desa.
2.4 Tahapan Penelitian
Menurut Moleong (2019), Penelitian kualitatif dilakukan melalui beberapa

tahapan yaitu: Tahap pra — lapangan, tahap pelaksana, tahap analisis data dan tahap
pelaporan hasil penelitian. Adapun penjelasannya sebagai berikut :
1. Tahap Pra — lapangan

Tahap awal penelitian melakukan persiapan yang matang sebelum memasuki

lapangan penelitian, Adapun tahap pra — lapangan sebagai berikut:

a) Menyusun rancangan penelitian

b) Memilih lapangan penelitian

¢) Mengurus perizinan

d) Menjajaki dan menilai lapangan

e) Memilih dan memanfaatkan informan
f) Menyiapkan perlengkapan penelitian
g) Persoalan etika penelitian.

2. Tahap pelaksana

Tahap ini merupakan kegiatan penelitian yang akan dilakukan dengan cara
mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi

penelitian dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam
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melaksanakan penelitian, peneliti harus mampu menjalin hubungan yang baik
dengan informan agar mereka bersedia memberikan data atau informasi yang

dibutuhkan.

3. Tahap analisis data

Tahapan ini dilakukan setelah data yang dikumpulkan diperkirakan cukup,
kemudian penulis menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis
dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat

diinformasikan kepada pihak lain secara jelas.

4. Tahap pelaporan hasil penelitian

Tahapan ini merupakan tahapan akhir, di mana setelah semua data terkumpul dan
sudah melalui tahapan analisis data maka pada tahapan ini peneliti dapat
mengevaluasi dan membuat laporan tertulis dari hasil penelitian tersebut sebagai
sebuah bentuk laporan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
2.5 Pendekatan Dalam Analisis Data
Menurut Sugiyono (2020) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis
data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data mencapai
kejenuhan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi,
wawancara mendalam, dan dokumentasi atau kombinasi ketiganya (triangulasi).
Proses pengumpulan data ini berlangsung selama beberapa hari hingga berbulan-

bulan, menghasilkan banyak data. Pada tahap awal, peneliti melakukan eksplorasi
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umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti, merekam semua yang dilihat
dan didengar. Dengan cara ini, peneliti akan mengumpulkan data yang sangat

banyak dan beragam.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Semakin lama peneliti berada di lapangan, jumlah data yang diperoleh akan
semakin bertambah, menjadi lebih kompleks dan rumit. Oleh karena itu, analisis
data harus segera dilakukan melalui proses reduksi data. Mereduksi data berarti
merangkum, memilih, dan memilah informasi penting, serta memfokuskan pada
aspek-aspek utama untuk menemukan tema dan pola. Dengan demikian, data yang
telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah
peneliti dalam melanjutkan analisis serta menemukan kembali data tersebut jika

diperlukan.

3. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam

penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk teks naratif.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/ verification)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum
pernah ada sebelumnya. Penemuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran
suatu objek yang sebelumnya kurang jelas atau tidak terlihat, namun menjadi lebih

terang dan jelas setelah diteliti.
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2.6 Keabsahan Penelitian

Keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, Menurut
Sugiyono (2015) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang
sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Triangulasi
dalam penelitian ini melakukan pengecekan data dengan menggunakan berbagai
sumber terhadap observasi di lapangan, catatan lapangan, dokumentasi serta
berdiskusi dengan narasumber terhadap data yang diperoleh peneliti untuk

memastikan kebenaran data.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi
sumber data, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari
wawancara dengan aparatur desa, dokumentasi, dan observasi langsung pada Desa
Glalgahwero. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh

sudah benar.
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BAB III HASIL PENELITIAN
3.1 Orientasi Kancah Penelitian
3.1.1 Sejarah Desa Glagahwero

Desa Glagahwero yang terletak di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember,
mendapat namanya dari kata Glagah dan Wero di mana Glagah berasal dari
nama sebangsa rumput yang banyak tumbuh subur di daerah ini dan Wero
dalam bahasa Jawa artinya luas, Jadi jelasnya Glagahwero, adalah sebangsa
Rumput Glagah yang tumbuh dengan subur serta banyak dan Luas,
Selanjutnya dikarenakan banyak rumput Glagah yang tumbuh subur dan
banyak maka disebutlah dengan nama Desa Glagahwero. Diperkirakan
terbentuk sebelum tahun 1880, di sebelah utara desa ini berbatasan dengan
Desa Panti, sebelah barat Desa Kemuningsari, sebelah selatan Desa
Rambigundam dan sebelah timur Desa Jubung.

Desa Glagahwero dipimpin oleh bapak Suryo selaku kepala Desa
Glagahwero yang Terdiri dari 2 dusun, Dusun Krajan yang dipimpin oleh bapak
Abdul Aziz dan Dusun Karang Asem yang dipimpin oleh bapak Ahmad Sidik
dengan 6 RW dan 29 RT, dengan luas desa 288,250 km2. Penduduknya sekitar
4.530 jiwa, jenis wilayah dataran rendah dan mayoritas beragama Islam.

3.1.2 Visi dan Misi Desa Glagahwero
A. Visi Desa Glagahwero
Terwujudnya Desa yang Berdaulat, Berkemajuan, dan Berkeadilan

Berlandaskan Pancasila, di mana masyarakatnya hidup rukun, damai,
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sejahtera, mandiri, dan berdaya saing, dengan tata kelola pemerintahan
yang baik serta pemanfaatan potensi desa yang optimal.

. Misi Desa Glagahwero

. Menjunjung tinggi nilai — nilai Pancasila dalam mengembangkan kehidupan
bermasyarakat.

. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar umat
beragama warga masyarakat dalam suasana saling menghargai dan
menghormati.

. Mengembangkan kehidupan masyarakat untuk terwujudnya tatanan
masyarakat yang taat kepada peraturan perundang-undangan dalam rangka
meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai serta
meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam wadah negara kesatuan
Republik Indonesia.

. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang ditandai
terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan,
dan lapangan kerja.

. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan
pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan pola
tanam yang baik.

. Meningkatkan kapasitas warga masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan
sosial dan ekonomi untuk menuju kemandirian dan kesejahteraan.

. Peningkatan pelayanan akses pendidikan dan kesehatan.

. Pengembangan sektor pertanian dan perdagangan.
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Menumbuh-kembangkan usaha kecil dan menengah dalam perwujudan
pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang
berdaya saing tinggi.

Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan desa.

Mengembangkan potensi desa dalam rangka perwujudan peningkatan
sektor ekonomi.

Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan
optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik
tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

Meningkatkan kemajuan dan kemandirian melalui penyelenggaraan
otonomi desa yang bertanggung jawab dan didukung dengan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan

akuntabel.

3.1.3 Struktur Organisasi Desa Glagahwero

Struktur organisasi Desa Glagahwero terdiri dari kepala desa
sebagai pimpinan tertinggi, dibantu oleh sekretaris desa dan beberapa
kepala seksi yang membidangi urusan pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan, dan kesejahteraan. Berikut ini gambar struktur organisasi

Desa Glagahwero:
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Kaur
Perenca
naan

Kasi Kasi Kasi Kaur Kaur
Pemerint Kesejaht Pelayanan Umum Keuang
ahan eraan an
Staf Keuangan

Kasun Krajan

Kasun Karang Asem

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Desa Glagahwero

Sumber Data: Desa Glagahwero

a. Susunan jabatan pemerintahan Desa Glagahwero

1) Kepala Desa

2) Sekretaris Desa

3) Kasi Pemerintahan

4) Kasi Kesejahteraan Masyarakat

5) Kasi Pelayanan

6) Kaur Keuangan

7) Kaur Perencanaan

: Suryo

: Ah. Rudi

: Sugeng Pamuji

: Moh. Ainur Robi'
: Henda Widiyono

: Didik Rusmiyanto

: Kiki Andre Budiyono
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8) Kaur umum : Anita P.S

9) Staf Keuangan : Anita Purnama Sari
10) Kasun Krajan : Abdul Aziz

11) Kasun Karang Asem : Ahmad Sidik

b. Tugas dan wewenang masing-masing perangkat desa
1) Kepala desa memiliki tugas dan wewenang antara lain:
a) Menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa
b) Menetapkan kebijakan pengelolaan kekayaan milik desa
c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB
Desa
d) Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa)
e) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa
2) Sekretaris desa memiliki tugas antara lain:
a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa
b) Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes, perubahan
APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
¢) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBdes
d) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran
APBDes
3) Kasi Pemerintahan memiliki tugas antara lain:
a) Menyusun rancangan peraturan desa dan produk hukum desa lainnya.
b) Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di bidang

pemerintahan desa.
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c) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Anggaran Kas
(DAK)

d) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDes.

4) Kasi Kesejahteraan Masyarakat memiliki tugas antara lain:

a) Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di bidang
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

b) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan.

c) Melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.

d) Melaksanakan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang sosial
budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga, dan karang taruna.

5) Kasi Pelayanan memiliki tugas antara lain:

a) Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan sosial
kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

b) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan
kewajiban masyarakat.

c) Melakukan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

d) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat.

6) Kaur Keuangan memiliki tugas antara lain:
a) Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi

keuangan desa.
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b) Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa).

c) Melakukan penatausahaan keuangan desa, meliputi penerimaan,
penyimpanan, penyetoran/pembayaran, dan pertanggungjawaban
pendapatan dan pengeluaran APBDes.

d) Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan.

e) Mengadministrasikan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD,
dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

7) Kaur Perencanaan memiliki tugas antara lain:

a) Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi
perencanaan desa.

b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan
belanja desa (RAPBDes).

¢) Menyusun laporan perencanaan pembangunan desa.

d) Melakukan monitoring dan evaluasi program pembangunan desa.

e) Menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan desa.

8) Kaur Umum memiliki tugas antara lain:

a) Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi umum
dan ketatausahaan desa.

b) Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi
surat menyurat, dan kearsipan.

¢) Menyediakan prasarana dan sarana kantor desa.

d) Mengelola administrasi perangkat desa.

e) Menyiapkan rapat-rapat desa.
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f) Melaksanakan pelayanan umum.
g) Mengadministrasikan aset dan inventaris desa.
9) Staf Keuangan memiliki tugas antara lain:

a) Membantu Kaur Keuangan dalam melaksanakan tugas-tugas
administrasi keuangan desa.

b) Melakukan pembukuan dan pencatatan transaksi keuangan desa.

¢) Menyiapkan dokumen-dokumen pendukung transaksi keuangan.

d) Membantu penyusunan laporan keuangan desa.

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kaur Keuangan.

10) Kepala dusun memiliki tugas antara lain:

a) Membantu atas pelaksanaan kegiatan

b) Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan
gotong royong masyarakat

c) Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang program
pemerintah

d) Membantu tugas kepala desa dalam pelaksanaan pembinaan dan
mengkoordinasikan kegiatan RT/RW diwilayahnya

e) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa
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3.2 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2024 — Februari 2025 dengan
fokus anggaran Dana Desa periode tahun 2023, Jumlah informan dalam penelitian
ini sebanyak 4 orang dan proses wawancara dilakukan secara langsung di lokasi
penelitian. Selama proses penelitian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi,
salah satunya adalah kesulitan dalam menjadwalkan wawancara dengan informan
karena memiliki jadwal yang sangat padat. Hal ini menghambat proses
pengumpulan data, sehingga peneliti harus menyesuaikan jadwal dan menunggu
waktu luang para informan. Solusinya yaitu, peneliti menyesuaikan waktu luang
dan lokasi yang mudah dijangkau oleh para informan, sehingga penelitian ini

berjalan dengan lancar dan memperoleh informasi yang relevan.

Tabel 3.1 karakteristik Informan

No. Nama Informan Karakter Informan
Jenis kelamin : Laki — laki
1 Suryo Jabatan: Kepala Desa

Umur : 55 tahun

Lama Bekerja : 9 tahun
Jenis Kelamin : Laki — laki
2 Didik Rusmiyanto | Jabatan : Bendahara Desa
Umur : 27 tahun

Lama Bekerja: 3 tahun
Jenis Kelamin : Laki — laki
3 A.H Rudi Jabatan : Sekretaris Desa
Umur : 55 Tahun

Lama Bekerja : 9 tahun
Jenis kelamin : Laki — laki
4 Sutrisno Jabatan : Badan Permusyawaratan Desa
Umur :

Lama Bekerja : 3 tahun
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3.3 Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam
proses pengumpulan data di Desa Glagahwero dengan melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi. Setelah pengumpulan data selesai selanjutnya
peneliti mengolah data yang sudah diperoleh mengenai penerapan sistem
pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa pada desa glagahwero

berdasarkan COSO Framework.
3.3.1 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Desa Glagahwero

berdasarkan COSO framework
Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember dalam
Pengelolaan dana desa sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 20 tahun 2018, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya dilakukan
secara efektif, efisien dan akuntabel di mana dalam tahap pelaksanaan masih
terkendala pada kualitas SDM serta kompetensi perangkat desa sehingga desa
dalam pengelolaan dana desa belum mandiri sepenuhnya masih dilakukan
pendampingan oleh pihak kecamatan. Berikut ini Komponen utama
pengendalian internal menurut kerangka COSO meliputi lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan

komunikasi, serta pemantauan:

1. Lingkungan Pengendalian
lingkungan pengendalian sangat penting untuk memastikan bahwa dana

desa digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa
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temuan penelitian terkait lingkungan pengendalian dalam pengelolaan dana
desa:

a. Integritas dan Nilai etika

Pemerintah Desa Glagahwero melakukan pengawasan, pendekatan dan
kebijakan pada semua aparatur desa bahwa pengelolaan dana desa merupakan
tanggung jawab yang diberikan kepada kita untuk melaksanakan tugas dan
mensejahterakan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa
Glagahwero telah berupaya untuk menerapkan nilai-nilai etika dan integritas
dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur desa
dituntut untuk bertindak jujur dan sesuai dengan nilai-nilai baik. Hal ini

diperkuat dengan pernyataan informan:

“kita melakukan pengarahan itu dengan saling memberikan informasi dan
saling mengingatkan kepada para perangkat desa untuk selalu menaati

peraturan yang sudah ada dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat”

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh

sekretaris desa.

“ Biasanya di sini bapak kades bersama saya itu menginformasikan ke setiap
perangkat deesa untuk selalu menaati peraturan yang sudah ada dan
mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, agar semua perangkat desa di
sini itu tau betapa besarnya tanggung jawab kita kepada masyarakat.”

(sekretaris desa)
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Kesadaran akan pentingnya integritas dan etika telah tertanam dalam
diri perangkat desa. Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut masih
perlu diperkuat melalui mekanisme pengawasan dan penegakan aturan yang
konsisten. Diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa
seluruh pegawai menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan integritas dalam setiap

tindakannya.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Bentuk komitmen aparatur pemerintah Desa Glagahwero dalam
pengelolaan dana desa masih bersifat lisan yaitu dengan saling mengingatkan
setiap peraturan terbaru tentang pengelolaan dana desa kepada sesama pihak
aparatur desa. Komitmen Desa Glagahwero dalam pengelolaan dana desa

untuk mengelola dana desa sebaik mungkin.

“saya sebagai kepala desa selalu memberi tahu kepada semua perangkat desa
dan saling mengingatkan untuk setiap ada peraturan desa yang baru,
alhamdulillah Glagahwero dimonev hanya mengembalikan uang sebesar 250

ribu yang lainnnya ada yang 60 juta, 100 dan 20 juta” (kepala desa)

Pernyataan ini didukung oleh bendahara desa yang menyatakan:

“untuk itu peraturan desa itu tiap tahun selalu ada perubahan kan biasanya

¢

pak kades yang selalu memberi tahu kalau ada peraturan terbaru’

(bendahara)

Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Desa Glagahwero dalam pengelolaan

dana desa belum dilakukan dengan baik sesuai dengan unsur lingkungan
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pengendalian pada komitmen terhadap kompetensi dan PP 60 Tahun 2008 pasal
6 yang berbunyi mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam
Instansi Pemerintah. Masih terkendala kompetensi aparatur desa yang belum
sepenuhnya beradaptasi dengan peraturan terbaru dan mandiri dalam

mengakses informasi tersebut.

c. Pengawasan terhadap pengembangan dan kinerja

Pemerintah Desa Glagahwero melibatkan semua perangkat desa,
masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa dan selalu berpedoman

kepada ketentuan atau aturan yang sudah ada dan ditetapkan.

“dalam pekerjaan apa saja termasuk dana desa yang sekiranya melibatkan
kegiatan, saya secara pribadi sebagai kepala desa semua kita libatkan
termasuk BPD,LPM semua lembaga masyarakat kita libatkan, intinya kalau
semua lembaga sudah saya libatkan semuanya dan saya jelaskan kegiatan
dana desa ini saya yakin ngerti tahu lah jadi tidak akan terjadi apa-apa nanti

di desa” (kepala desa)

Pernyataan ini didukung oleh ketua BPD yang menyatakan:

“Setiap ada kegiatan desa apa itu musyawarah desa, pembangunan dan
laporan penggunaan dana desa BPD selalu dilibatkan dalam itu, jadi kita itu

tahu kalau dana desa itu digunakan buat ini ini ini.”

Kepemimpinan yang kondusif bukan hanya tentang bagaimana seorang

pemimpin bertindak, tetapi juga tentang dampak yang ditimbulkannya.
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Pemimpin yang mampu menciptakan ruang di mana setiap anggota tim merasa
dihargai, didengar, dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal akan

menumbuhkan budaya kerja yang positif dan mencapai hasil yang optimal.

d. Struktur organisasi

Pemerintah Desa Glagahwero dalam melaksanakan tugasnya dalam
mengelola anggaran dana desa selalu mengkoordinasikan dan menetapkan
aparatur desa. struktur organisasi telah diatur sesuai dengan kebutuhan

pemerintah Desa Glagahwero.

“ Yang jelas itu di sini kita Memastikan setiap posisi dalam struktur organisasi
memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, melakukan evaluasi struktur

organisasi yang ada dan melakukan perbaikan jika diperlukan” (kepala desa)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi Desa Glagahwero
sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa tetapi masih ada perangkapan

tugas, pernyataan ini didukung oleh sekretaris desa yang menyatakan:

“ Untuk penerapan fungsi dan tugas sendiri itu di sini dilakukan sesuai dengan
tugasnya masing-masing tapi ada juga yang ngerangkep bagian staf keuangan
karena orangnya berhenti itu masih belum nemu pengganti jadinya dirangkap

sama bagian kaur umum " (sekretaris desa)

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab

Pemerintah Desa Glagahwero dalam penyerahan wewenang dan

tanggung jawab kepada aparatur desa terkait dengan pengendalian internal
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dalam rangka mencapai tujuan pemerintah desa telah sesuai dengan kebutuhan

dan kapasitas masing-masing perangkat desa.

“ Di sini kan sudah ada struktur ovganisasinya serta fungsi dan tugasnya ya
kita hanya tinggal menjalankannya saja serta melakukan monev dengan

kecamatan itu.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendelegasian wewenang dan
tanggung jawab pada pemerintah Desa Glagahwero sudah berjalan sesuai
dengan peraturan yang berlaku yang mana terdapat bagan struktur organisasi
yang ada di kantor Desa Glagahwero bisa dilihat pada lampiran 1.7 untuk

bagan struktur organisasi Desa Glagahwero.

f. Kebijakan dan pembinaan sumber daya manusia

Pemerintah Desa Glagahwero menetapkan kebijakan dan prosedur
sesuai dengan peraturan yang ada kepada seluruh perangkat desa tentang tujuan
pemerintah, program, strategi dalam pencapaian tujuan agar rencana yang telah

dibuat dapat dicapai dengan maksimal.

“ Yang jelas itu di sini kita Memastikan setiap posisi dalam struktur organisasi
memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, melakukan evaluasi struktur

organisasi yang ada dan melakukan perbaikan jika diperlukan”

Hal ini didukung oleh pernyataan yang diberikan oleh sekretaris desa yang

menyatakan:
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“ Kita melakukan monev dengan kecamatan tiap termin. Setelah anggaran
turun dan dilaksanakan kita melakukan evaluasi dengan kecamatan untuk

mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Kebijakan dan pembinaan SDM (Sumber Daya Manusia) yang efektif oleh
kepala desa merupakan kunci penting dalam memajukan potensi desa. Melalui
perencanaan yang matang, implementasi yang konsisten, dan evaluasi yang
berkelanjutan, kepala desa dapat menciptakan aparatur desa yang kompeten,
berintegritas, dan mampu melayani masyarakat secara optimal, yang pada

akhirnya berkontribusi pada pembangunan desa yang berkelanjutan.

g. Peran aparat pengawasan intern pemerintah

Pemerintah Desa Glagahwero dalam melakukan pengawasan internal
dalam pengelolaan dana desa bekerja sama dengan lembaga-masyarakat seperti
BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat) dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan setiap dusun.

“Saya dengan tim juga ada dilapang dalam pelaksanaan penggunaan dana
desa, dan juga ada tim pengawas seperti BPD,LPM serta masyarakat sekitar

juga turut mengawasi kegiatan tersebut.”

Pernyataan ini didukung oleh sekretaris desa yang menyatakan:

“Biasanya saya dan kepala desa beserta tim yang lain termasuk BPD, LPM

turut serta untuk mengawasi kegiatan di lapangan.”
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Peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dalam pengelolaan dana desa
untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penggunaan
anggaran. Melalui pengawasan yang komprehensif, APIP turut berkontribusi
pada pencegahan penyimpangan, perbaikan tata kelola, dan tercapainya tujuan

pembangunan di tingkat desa.

2. Penilaian Risiko

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah Desa Glagahwero
mengenai penilaian Risiko yang mana dalam menjalankan kegiatan
pengelolaan dana desa pemerintah Desa Glagahwero selalu mengantisipasi
yang namanya risiko. Salah satunya yaitu dengan melakukan pengawasan yang
selalu melibatkan pihak eksternal seperti BPD, LPM dan TPK, serta selalu
melakukan monev bersama pihak kecamatan untuk mengurangi kesalahan
dalam pencatatan ataupun dalam kegiatan pengelolaan dana desa dan
melakukan MUSDES yang melibatkan beberapa lembaga masyarakat agar
pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan transparansi kepada

masyarakat.

“ Iya, kalau risiko itu pasti ada jadi kita mengantisipasinya dengan cara
melakukan monev itu jika ada hal yang menjanggal maka kita cari tahu apa
penyebabnya dan kita perbaiki ke depannya agar lebih baik lagi serta selalu
melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana desa

seperti BPD, LPM dan TPK.”

Pernyataan ini didukung oleh sekretaris desa yang menyatakan:
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“ Untuk selama ini belum ada risiko yang muncul dalam pengelolaan dana
desa namun untuk mencegah hal yang tidak diinginkan kita itu selalu

1

melakukan monev setiap ada kegiatan.’

Dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi risiko,
pemerintah desa dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi
dana publik, memastikan program pembangunan berjalan lancar, dan

meningkatkan akuntabilitas.

3. Kegiatan Pengendalian

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Desa
Glagahwero mengenai kegiatan pengendalian di mana semua pihak dilibatkan
baik internal maupun eksternal dalam pengelolaan dana desa. Kepala desa juga
terlibat dalam pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan sampai tahap
pertanggungjawaban untuk memastikan kegiatan yang direncanakan sesuai

dengan realisasi kegiatan.

a. Pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab

Dalam pengelolaan dana desa pada Desa Glagahwero dalam kegiatan
pengendalian antara pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab sudah
dilakukan pemisahan. Namun, masih terdapat perangkapan tugas pada struktur
organisasi. Dapat dilihat dari struktur organisasi yang sudah dibentuk pada
Desa Glagahwero sudah jelas antara tugas, fungsi dan tanggung jawabnya

setiap divisi yang ada pada Desa Glagahwero.
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“ Untuk pemisahan tugas sendiri itu di sini sudah jelas di struktur organisasi
vang ada di sini itu sudah terdapat tugas dan tanggung jawabnya sendiri-
sendiri kita hanya menjalankan saja setiap tugas dan tanggung jawab yang

diberikan.” (kepala desa)

Pernyataan ini didukung oleh sekretaris desa yang menyatakan:

“Untuk penerapan fungsi dan tugas sendiri itu di sini dilakukan sesuai dengan
tugasnya masing-masing tapi ada juga yang ngerangkep bagian staf keuangan
karena orangnya berhenti itu masih belum nemu pengganti jadinya dirangkap

sama bagian kaur umum " (sekretaris desa)

Pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab pada pemerintah Desa
Glagahwero sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa tetapi masih ada

perangkapan tugas.

b. Otorisasi

Dalam hal otorisasi yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa dalam
kegiatan pengendalian pada Desa Glagahwero sudah berjalan dengan baik,
yang mana bisa dilihat dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana desa ada
tim yang dibentuk dan sudah terstruktur untuk fungsi dan tugasnya setiap
kegiatan yang berkaitan dengan dana desa harus dilakukan bersama dan di

verifikasi oleh kepala desa dan sekretaris desa.

“Iya, di sini ada tim pelaksana, sekretaris desa, kepala desa dan bendahara.
Jika tim pelaksana ingin melakukan pembelian suatu barang menggunakan

dana desa maka tim pelaksana mengajukan persetujuan dari sekretaris setelah
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itu ke kepala desa setelah disetujui maka langsung ke bendahara untuk

melakukan pembayaran.” (kepala desa)

Pernyataan ini didukung oleh bendahara desa yang menyatakan:

“Dalam pengelolaan dana desa kita ada tim pelaksana, sekretaris dan kepala
desa dalam hal ini kepala desa dan sekretaris memiliki otorisasi tertinggi
dalam menyetujui anggaran yang mau dipakai oleh tim pelaksana kegiatan,
setelah disetujui baru saya akan melakukan pembayaran yang sudah diajukan
oleh tim pelaksana yang sudah mendapat persetujuan dari kepala desa dan

sekretaris desa.” (Bendahara)

Dengan adanya mekanisme otorisasi yang terstruktur, setiap tahapan
penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meminimalisir
risiko terjadinya kecurangan yang dapat merugikan masyarakat dan desa itu

sendiri.

c. Pencatatan dan dokumentasi (pengendalian catatan)

Dalam hal pencatatan dan dokumentasi untuk kegiatan pengendalian
dalam pengelolaan dana desa pada Desa Glagahwero sudah berjalan dengan
baik di mana setiap kegiatan yang dilakukan selalu dicatat kebenarannya dan
selalu diverifikasi oleh kepala desa dan sekretaris desa untuk memastikan

bahwa kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan.

“Di sini itu setiap ada transaksi baik itu pembelian atau pemasukan akan
selalu dicatat oleh bagian bendahara dan diminta buktinya jika belum ada

tanda tangan saya sendiri (kepala desa) di situ bendahara gak akan menyetujui
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itu baru kalau di situ sudah ada bukti bahwa saya sudah mendatangani bagian

bendahara akan mencatat dan menyetujuinya”

Pernyataan ini didukung oleh bendahara desa yang menyatakan:

“Iya, setiap melakukan transaksi saya verifikasi kembali untuk

’

memastikannya.’

Pengendalian pencatatan dan dokumentasi yang baik dalam pengelolaan dana
desa memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran dan meminimalkan

risiko penyalahgunaan.

4. informasi dan komunikasi

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Desa Glagahwero
mengenai komponen informasi dan komunikasi. Pemerintah Desa Glagahwero
sudah menyediakan sarana informasi kepada masyarakat dengan menggunakan
media informasi berupa banner/spanduk untuk pelaporan pembangunan program
Dana Desa tahun 2024 dan pertemuan rutin seperti muslimatan/musliminan dan
triwulanan yang diadakan oleh desa sebagai sarana informasi dan komunikasi antar

masyarakat dan pemerintah.

a. Informasi

Untuk informasi yang dilakukan oleh Desa Glagahwero antara lain
menggunakan media informasi berupa banner/spanduk untuk pelaporan
pembangunan program Dana Desa tahun 2024 dan pertemuan rutin seperti
muslimatan/musliminan dan triwulanan yang diadakan oleh desa sebagai sarana

informasi kepada Masyarakat.
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“Dengan cara membuat benner, melakukan musdes, pertemuan rutin seperti
muslimatan/musliminan dan pada acara triwulanan, terkadang masyarakat gak
begitu mendengarkan apa yang saya sampaikan mungkin hanya sebagian yang

dapat menerima informasi apa yang saya berikan”

Pernyataan ini didukung oleh sekretaris desa yang menyatakan:

“Menggunakan banner yang dipampang di depan balai desa, melakukan musdes,
pertemuan rutin seperti muslimatan/musliminan dan pada acara triwulanan yang

biasanya diadakan oleh desa setiap tiga bulan sekali.”

Ketersediaan informasi yang transparan dan mudah diakses oleh seluruh
masyarakat menjadi landasan utama untuk mewujudkan akuntabilitas, mencegah

penyalahgunaan, dan membangun kepercayaan terhadap pemerintah desa.

b. Komunikasi komponen

Dalam hal komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Glagahwero
sudah dilakukan dengan cara melakukan MUSDES melakukan pertemuan rutin
seperti muslimatan/musliminan dan pada acara triwulan yang dilakukan oleh
pemerintah desa sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah
desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang belum
memanfaatkan sarana komunikasi tersebut dikarenakan belum ada kesadaran diri
masyarakat atas pentingnya komunikasi tersebut dalam melakukan pengawasan

terhadap pengelolaan anggaran dana desa.

“Dengan cara membuat benner, melakukan musdes, pertemuan rutin seperti

muslimatan/musliminan dan pada acara triwulanan, terkadang masyarakat gak
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begitu mendengarkan apa yang saya sampaikan mungkin hanya sebagian yang

dapat menerima informasi apa yang saya berikan”

Pernyataan ini didukung oleh sekretaris desa yang menyatakan:

“Menggunakan banner yang dipampang di depan balai desa, melakukan musdes,
pertemuan rutin seperti muslimatan/musliminan dan pada acara triwulanan yang

biasanya diadakan oleh desa setiap tiga bulan sekali.

Pengelolaan dana desa yang berhasil, membutuhkan perhatian serius terhadap
setiap komponen komunikasi. Kejelasan pesan, ketepatan saluran, partisipasi aktif
penerima, dan respons yang baik adalah kunci untuk membangun transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana

desa.

5. Pemantauan

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Desa Glagahwero
mengenai komponen pemantauan dan evaluasi Pemerintah Desa Glagahwero sudah
melakukan pengawasan tetap dengan bantuan dari pihak internal (Pegawai Desa)
maupun pihak eksternal (Masyarakat) mengenai pembangunan program Dana Desa

maupun kegiatan yang lainnya.

“dalam pekerjaan apa saja termasuk dana desa yang sekiranya melibatkan
kegiatan, saya secara pribadi sebagai kepala desa semua kita libatkan termasuk
BPD,LPM semua lembaga masyarakat kita libatkan, intinya kalau semua lembaga
sudah saya libatkan semuanya dan saya jelaskan kegiatan dana desa ini saya yakin

)

ngerti tahu lah jadi tidak akan terjadi apa-apa nanti di desa.’
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Pernyataan ini didukung oleh ketua BPD yang menyatakan:

“Setiap ada kegiatan desa apa itu musyawarah desa, pembangunan dan laporan
penggunaan dana desa BPD selalu dilibatkan dalam itu, jadi kita itu tahu kalau

dana desa itu digunakan buat ini ini ini.”

Pemantauan dalam pengelolaan dana desa menjadi sarana penting untuk
mengidentifikasi kendala, mengevaluasi efektivitas program, dan memberikan
rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, pemantauan berkontribusi pada
peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa demi

tercapainya pembangunan yang optimal.

FEB ITS MANDALA



BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Desa Glagahwero berdasarkan

COSO framework

Menurut Mulyadi (2017) sistem pengendalian internal meliputi struktur
organisai, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong
efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. IAPI (2011)
menjelaskan pengendalian internal sebagai suatu proses yang diambil atau
dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan staf yang dirancang untuk
membuat keyakinan memadai untuk mencapai keandalan atau reliabilitas
pelaporan keuangan, efektivitas, efisiensi operasi dan Kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal terdiri dari lima
komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas
pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Berikut adalah
penjelasan mengenai hasil penelitian penerapan sistem pengendalian internal
pada Desa Glagahwero berdasarkan COSO framework.
4.1.1 Lingkungan pengendalian
a. Integritas dan Nilai etika

Pemerintah desa Glagahwero melakukan pengawasan, pendekatan dan
kebijakan pada semua aparatur desa bahwa pengelolaan dana desa merupakan
tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh perangkat desa untuk
melaksanakan tugas dan menyejahterakan masyarakat. Kesadaran akan
pentingnya integritas dan etika telah tertanam dalam diri perangkat Desa
Glagahwero. Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut masih perlu

diperkuat melalui mekanisme pengawasan dan penegakan aturan yang

73
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konsisten. Diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa
seluruh pegawai di Desa Glagahwero sudah menjunjung tinggi nilai-nilai etika
dan integritas dalam setiap tindakannya. Berdasarkan penelitian yang sudah
dilakukan pada Desa Glagahwero, komponen pengendalian lingkungan atas
integritas dan nilai etika sudah berjalan baik yaitu pemerintah Desa
Glagahwero menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memberikan
keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap perangkat desa lainnya hal
ini menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Hal ini
sesuai dengan teori COSO Framework unsur lingkungan pengendalian pada
komitmen terhadap kompetensi dan PP 60 Tahun 2008 pasal 5 yang berbunyi
Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan
menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan
pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah,
menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap
kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku. Namun,
perlu adanya penguatan seperti menyusun dan menerapkan aturan perilaku
tertulis bagi perangkat desa serta menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas
penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap
aturan perilaku yang berkaitan dengan integritas dan etika dalam pengelolaan
dana desa.

b. Pengawasan terhadap pengembangan dan kinerja

Dalam mewujudkan Kepemimpinan yang kondusif di Desa

Glagahwero pemerintah desa melibatkan semua aspek baik dari perangkat desa
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itu sendiri maupun masyarakat seperti BPD, LPM, dan TPK dalam berbagai
kegiatan desa terutama dalam pengelolaan dana desa guna untuk mencapai
tujuan bersama dan selalu berpedoman kepada ketentuan atau aturan yang
sudah ada dan ditetapkan. Serta memberikan arahan kepada seluruh perangkat
desa untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam melakukan
pekerjaan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada desa glagahwero
sudah berjalan dengan baik yaitu kepala desa selalu melibatkan semua aspek
baik dari perangkat desa itu sendiri maupun masyarakat seperti BPD, LPM,
dan TPK dalam berbagai kegiatan desa terutama dalam pengelolaan dana desa
guna untuk mencapai tujuan bersama dan selalu berpedoman kepada ketentuan
atau aturan yang sudah ada dan ditetapkan. Hal ini sesuai dengan teori COSO
Framework unsur lingkungan pengendalian pada kepemimpinan yang
kondusif dan PP 60 Tahun 2008 pasal 7 yang menyatakan Kepemimpinan yang
kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan menerapkan manajemen
berbasis kinerja, mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP dan
melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih

rendah

c. Struktur organisasi

Pemerintah Desa Glagahwero dalam melaksanakan tugasnya dalam
mengelola anggaran dana desa selalu mengkoordinasikan dan menetapkan
aparatur desa. struktur organisasi telah diatur sesuai dengan kebutuhan
pemerintah Desa Glagahwero. Namun, demikian masih ada perangkapan tugas

pada struktur organisasi di desa Glagahwero yaitu bagian kaur umum
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merangkap sebagai staff keuangan. Perangkapan tugas ini dapat mengurangi
akuntabilitas dan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan atau bahkan
penyelewengan keuangan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pemisahan
fungsi yang jelas antara pihak yang mencatat, yang mengelola, dan yang
memverifikasi transaksi. Akibatnya, sulit untuk mendeteksi potensi
kecurangan atau kesalahan sejak dini, yang pada akhirnya dapat merugikan
keuangan desa dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Desa
Glagahwero, komponen pengendalian lingkungan atas struktur organisasi pada
Desa Glagahwero belum berjalan dengan baik karena masih ada perangkapan
tugas pada struktur organisasi yaitu bagian kaur umum dan staf keuangan. Hal
ini belum sesuai dengan teori COSO Framework unsur lingkungan
pengendalian pada struktur organisasi dan PP 60 Tahun 2008 pasal 8 yang
menyatakan pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
sekurang-kurangnya yaitu memberikan kejelasan wewenang dan tanggung

jawab dalam Instansi Pemerintah.

d. Komitmen terhadap kompetensi

Bentuk komitmen aparatur pemerintah Desa Glagahwero dalam
pengelolaan dana desa masih bersifat lisan yaitu dengan saling mengingatkan
setiap peraturan terbaru tentang pengelolaan dana desa kepada sesama pihak
aparatur desa. Dalam pelaksanaannya kepala desa bertugas untuk selalu
memberitahukan kepada para aparatur desa jika ada informasi baru dari pusat

mengenai peraturan-peraturan tentang kebijakan pengelolaan dana desa.
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Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada Desa Glagahwero,
komponen pengendalian lingkungan atas komitmen terhadap kompetensi yang
dimiliki oleh perangkat desa belum bisa dikatakan baik yaitu kurangnya
pengetahuan dari kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa dalam
menjalankan fungsi dan tugasnya mereka masih saling mengingatkan baik dari
kepala desa, sesama perangkat desa serta pihak kecamatan dalam mengelola
dana desa. Hal ini belum sesuai dengan teori COSO Framework unsur
lingkungan pengendalian pada komitmen terhadap kompetensi dan PP 60
Tahun 2008 pasal 6 yang menyatakan komitmen terhadap kompetensi
sekurang-kurangnya mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi

dalam Instansi Pemerintah

e. Akuntabilitas atas Tanggung Jawab

Pemerintah Desa Glagahwero dalam kegiatan pengelolaan dana desa
terdapat pembagian wewenang dan tanggung jawab yang sudah dijalankan oleh
Desa Glagahwero yaitu kepala desa yang bertanggung jawab penuh atas
pengelolaan dana desa, sekretaris desa yang bertugas membantu kepala desa
dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), menyusun laporan pertanggung
jawaban penggunaan desa, kasi pemerintahan bertanggung jawab dalam
perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang pemerintahan yang akan
di danai oleh Dana Desa, kasi kesra bertanggung jawab dalam perencanaan

kegiatan yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat, kasi pelayanan
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bertanggung jawab dalam perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang
pelayanan masyarakat, kaur tata usaha dan umum bertanggung jawab dalam
administrasi keuangan Dana Desa, kaur keuangan bertanggung jawab
menyusun laporan keuangan desa, kaur perencanaan bertanggung jawab dalam
menyusun rencana kegiatan yang akan didanai oleh Dana Desa, bendahara
bertanggung jawab dalam mencatat semua transaksi keuangan dana desa,
kepala dusun bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi dan laporan
mengenai pelaksanaan kegiatan di wilayahnya. namun masih ada perangkapan
tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh aparatur desa yaitu kaur umum
yang merangkap sebagai staf keuangan. Berdasarkan penelitian yang sudah
dilakukan pada pemerintah Desa Glagahwero, akuntabilitas atas tanggung
jawab sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kerangka COSO yang mana
pemerintah Desa Glagahwero telah menerapkan sistem pembagian wewenang
dan tanggung jawab secara fungsional kepada masing-masing perangkat desa.,
namun masth ada perangkapan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh
aparatur desa yaitu kaur umum yang merangkap sebagai staf keuangan.
Perangkapan ini menimbulkan risiko lemahnya pemisahan fungsi, yang
berpotensi mengurangi efektivitas sistem pengendalian internal dan membuka
celah terhadap penyimpangan atau kesalahan dalam pelaporan keuangan.
4.1.2 Penilaian Risiko
a. Penetapan Tujuan

Pemerintah Desa Glagahwero menetapkan tujuan pengelolaan dana

desa secara terstruktur melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan
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BPD, LPM, TPK, dan masyarakat. Tujuan ini sesuai dengan RPJMDes
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) RKPDes (Rencana Kerja
Pemerintah Desa) dan prioritas pembangunan desa berdasarkan regulasi.
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, komponen pengendalian
lingkungan atas kebijakan dan pembinaan sumber daya manusia pada
pemerintah Desa Glagahwero sudah berjalan dengan baik yaitu Penetapan
tujuan dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, mencerminkan keterbukaan
dan perencanaan yang terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hal ini sesuai dengan teori COSO Framework komponen penilaian risiko pada
prinsip penetapan tujuan.
b. Identifikasi risiko

Penerapan prinsip identifikasi risiko dalam pengelolaan dana desa telah
menunjukkan kesadaran yang cukup baik terhadap potensi risiko yang
mungkin terjadi. Identifikasi risiko dilakukan melalui kegiatan musyawarah
desa yang melibatkan berbagai pihak seperti perangkat desa, BPD, LPM, dan
masyarakat. Selain itu, dokumen perencanaan seperti RKPDes dan APBDes
disusun dengan mempertimbangkan kemungkinan risiko di setiap tahapan
pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan..
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, komponen penilaian risiko atas
identifikasi risiko pada pemerintah Desa Glagahwero sudah berjalan dengan
baik yaitu Pemerintah desa secara aktif mengidentifikasi berbagai risiko yang
dapat memengaruhi efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana, seperti

keterlambatan pencairan dana, kesalahan perencanaan anggaran dan kurangnya
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kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan. Namun, seluruh risiko
belum terpetakan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik.
Pemerintah desa masih perlu menyusun peta risiko atau daftar risiko yang
terstruktur, lengkap dengan kemungkinan dampak dan strategi mitigasinya. Hal
ini penting untuk memastikan bahwa setiap risiko dapat dikelola secara
proaktif dan tidak mengganggu tujuan pengelolaan dana desa.
c. Pertimbangan risiko

Pemerintah desa Melalui pelibatan lembaga eksternal seperti BPD dan
masyarakat dalam Musdes serta transparansi informasi, desa mencoba
mencegah peluang terjadinya penyimpangan, seperti penyelewengan dana desa
atau gratifikasi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, komponen
penilaian risiko atas pertimbangan risiko pada pemerintah Desa Glagahwero
sudah berjalan dengan baik yaitu mekanisme yang diterapkan menunjukkan
adanya pertimbangan terhadap potensi fraud, dengan memperkuat
akuntabilitas melalui pelibatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori COSO
Framework komponen penilaian risiko pada prinsip pertimbangan risiko.
d. Mengidentifikasi dan menilai Perubahan

Pemerintah Desa Glagahwero melakukan monev secara berkala dan
menyesuaikan diri dengan perubahan dari pihak kecamatan, baik secara
regulasi teknis maupun prosedural, untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai
ketentuan terbaru. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, komponen
penilaian risiko atas evaluasi risiko perubahan pada pemerintah Desa

Glagahwero sudah berjalan dengan baik yaitu Kemampuan desa beradaptasi
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terhadap perubahan lingkungan eksternal, seperti regulasi atau evaluasi dari
kecamatan, menunjukkan komitmen dalam menyesuaikan proses dengan
dinamika perubahan yang ada. Hal ini sesuai dengan teori COSO Framework
komponen penilaian risiko pada prinsip evaluasi risiko perubahan.

4.1.3 Kegiatan Pengendalian

a. Pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab

Dalam pengelolaan dana desa pada Desa Glagahwero dalam kegiatan
pengendalian antara pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab sudah
dilakukan pemisahan. Dapat dilihat dari struktur organisasi yang sudah
dibentuk pada Desa Glagahwero sudah jelas antara tugas, fungsi dan tanggung
jawabnya setiap divisi yang ada pada Desa Glagahwero. Pemerintah Desa
Glagahwero memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing
perangkat Desa Glagahwero mulai dari tahap pengalokasian, penyaluran,
penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa, Namun terdapat
perangkapan tugas dalam struktur organisasi pada bagian kaur umum dan staf
keuangan yang merangkap tugas dilakukan oleh orang yang sama. Berdasarkan
penelitian yang sudah dilakukan pada pemerintah Desa Glagahwero,
komponen kegiatan pengendalian atas pemisahan tugas, fungsi dan tanggung
jawab sudah berjalan dengan baik yaitu dalam pengelolaan dana desa di Desa
Glagahwero, kegiatan pengendalian telah mencerminkan adanya pemisahan
tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang cukup jelas antar perangkat desa. Hal
ini tercermin dari struktur organisasi yang telah disusun, di mana masing-

masing divisi memiliki peran yang berbeda mulai dari tahap pengalokasian,
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penyaluran, penggunaan, pemantauan hingga evaluasi dana desa. Namun
demikian, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan prinsip pemisahan
tugas, yaitu adanya perangkapan jabatan antara Kaur Umum dan Staf
Keuangan yang dijalankan oleh individu yang sama. Kondisi ini berpotensi
menimbulkan risiko dalam sistem pengendalian internal, khususnya terkait
akuntabilitas dan pengawasan.
b. Otorisasi atas kejadian penting

Pemerintah Desa Glagahwero dibantu oleh bendahara desa dalam
pengelolaan dana desa baik dalam proses pengalokasian sampai evaluasi untuk
mendukung terlaksananya kegiatan pembangunan sesuai dengan anggaran
yang sudah direncanakan di awal perencanaan anggaran dana desa. Kepala
Desa Glagahwero memberikan ketatapan kepada seluruh aparatur desa
mengenai perihal dalam persetujuan transaksi ataupun kejadian penting lainnya
terutama pada bagian bendahara desa yaitu setiap transaksi atau kejadian
penting lainnya yang diproses harus ada tanda persetujuan dari kepala desa atau
sekretaris desa. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada pemerintah
Desa Glagahwero, komponen kegiatan pengendalian atas otorisasi kejadian
penting sudah berjalan dengan baik yaitu Pengelolaan dana desa di Pemerintah
Desa Glagahwero dilaksanakan dengan melibatkan bendahara desa dalam
seluruh tahapan, mulai dari pengalokasian hingga evaluasi kegiatan. Kepala
Desa menetapkan aturan yang mewajibkan adanya persetujuan atas setiap
transaksi atau kejadian penting oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa, sebagai

bentuk pengendalian terhadap proses keuangan desa. Hal ini sesuai dengan
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teori COSO Framework pada unsur kegiatan pengendalian pada otorisasi atas
kejadian penting dan PP 60 Tahun 2008 pasal 37 ayat 2 yang berbunyi dalam
melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian pimpinan Instansi Pemerintah
wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi
kepada seluruh pegawai

c. Pencatatan dan dokumentasi (pengendalian catatan)

Pemerintah Desa Glagahwero Dalam hal pencatatan dan dokumentasi
untuk kegiatan pengendalian dalam pengelolaan dana desa sudah berjalan
dengan baik di mana setiap kegiatan yang dilakukan selalu dicatat
kebenarannya oleh bendahara dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggung Jawaban)
dan selalu diverifikasi oleh kepala desa dan sekretaris desa untuk memastikan
bahwa kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan. Untuk bukti transaksi
lainnya yang berupa hardcopy disimpan di lemari arsip desa. Berdasarkan
penelitian yang sudah dilakukan pada pemerintah Desa Glagahwero,
komponen kegiatan pengendalian atas pencatatan dan dokumentasi sudah
berjalan dengan baik yaitu Setiap kegiatan dicatat secara tertib dalam bentuk
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) oleh bendahara desa, kemudian diverifikasi
oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk memastikan keabsahannya. Selain
itu, seluruh bukti transaksi disimpan secara rapi dalam bentuk hardcopy di
lemari arsip desa. Hal ini sesuai dengan teori COSO Framework pada unsur
kegiatan pengendalian atas pencatatan yang akurat dan dokumentasi yang baik
dan PP 60 Tahun 2008 pasal 38 ayat 2 Dalam melakukan pencatatan yang

akurat dan tepat waktu pimpinan Instansi Pemerintah perlu
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mempertimbangkan transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan
dicatat segera dan pasal 40 ayat 2 yang berbunyi dalam menyelenggarakan
dokumentasi yang baik pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiliki,
mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang
mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian

penting.

4.1.4 Informasi dan Komunikasi

a. Penyediaan informasi yang relevan dan berkualitas

Pemerintah Desa Glagahwero menyediakan sarana informasi ke
masyarakat dalam bentuk media informasi berupa banner untuk pelaporan
penggunaan dana desa pada Bener tersebut berisikan informasi terkait
pengelolaan keuangan desa seperti informasi pendapatan desa, belanja desa
dan informasi realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan
membuat prasasti di lokasi pembangunan yang berisikan informasi mengenai
nama proyek pembangunan, jenis bangunan yang dibangun, lokasi
pembangunan, tanggal dimulai sampai tanggal selesai, informasi anggaran
bersumber dari mana dan nominal anggaran proyek serta nama pejabat yang
meresmikan atau bertanggung jawab atas proyek. Selain itu juga ada kegiatan
pertemuan rutinan muslimatan/musliminan dan triwulan, dalam kegiatan
tersebut pemerintah desa menginformasikan juga terkait penggunaan anggaran
dana desa dan pembangunan yang sudah dilakukan ataupun akan direncanakan
kedepannya. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada pemerintah

Desa Glagahwero, komponen informasi dan komunikasi atas informasi sudah
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berjalan dengan baik yaitu Pemerintah Desa Glagahwero telah menunjukkan
komitmennya terhadap transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan
menyediakan sarana informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Upaya ini
menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Glagahwero telah menerapkan prinsip
keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa. Hal ini sesuai dengan teori COSO Framework komponen

informasi dan komunikasi dengan prinsip informasi.

b. Komunikasi Internal

Komunikasi internal dalam Pemerintah Desa Glagahwero telah
diterapkan melalui berbagai forum dan kegiatan rutin yang memungkinkan
penyampaian informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. MUSDES
menjadi media utama dalam menyampaikan perencanaan pembangunan desa,
menyerap aspirasi masyarakat, serta memaparkan visi dan misi kepala desa.
Forum ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan menjadi titik temu
komunikasi dua arah antara pemangku kebijakan dan warga desa. Pertemuan
rutin seperti muslimatan/musliminan dan acara triwulanan menjadi wadah
informal untuk mempererat komunikasi internal antara perangkat desa dan
masyarakat. Dalam pertemuan ini, informasi terkait program, kebijakan, dan
pelaksanaan anggaran dapat disampaikan secara langsung dan terbuka.
Pemerintah Desa Glagahwero juga menyediakan nomor telepon khusus dan
website resmi desa sebagai jalur komunikasi resmi yang dapat diakses
masyarakat untuk memperoleh informasi, memberikan masukan, atau

melakukan pengaduan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada
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pemerintah Desa Glagahwero, komponen informasi dan komunikasi atas
komunikasi internal sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kerangka COSO
yang mana, organisasi harus mengkomunikasikan informasi secara internal
untuk mendukung fungsi pengendalian. Namun, efektivitas komunikasi masih
perlu ditingkatkan karena partisipasi masyarakat dalam menggunakan sarana

tersebut masih rendah.

¢. Komunikasi eksternal

Pemerintah desa Gagahwero telah menunjukkan upaya untuk membuka
akses komunikasi secara eksternal, khususnya melalui media digital seperti
website resmi desa dan nomor telepon pengaduan. Hal ini merupakan bentuk
keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari akuntabilitas pengelolaan
dana desa. Namun, masih terkendala dengan rendahnya tingkat kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya komunikasi sebagai bentuk pengawasan
publik. Meskipun sarana komunikasi telah tersedia, hanya sebagian masyarakat
yang memanfaatkannya. Hal ini menandakan adanya celah dalam literasi
informasi serta perlunya pendekatan lebih lanjut dalam membangun budaya
transparansi dan partisipasi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada
pemerintah Desa Glagahwero, komponen informasi dan komunikasi atas
komunikasi eksternal sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kerangka
COSO yang mana pemerintah desa telah membuka akses komunikasi secara
eksternal kepada masyarakat seperti nomor telepon dan website resmi desa

yang bisa diakses oleh masyarakat. Namun, efektivitas sistem tersebut belum
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maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk aktif menggunakan

sarana yang telah disediakan.

4.1.5 Pemantauan
a. Evaluasi Berkelanjutan dan/atau Evaluasi Terpisah

Pemerintah Desa Glagahwero melakukan pemantauan secara aktif
dengan melibatkan berbagai pihak, baik internal (perangkat desa) maupun
eksternal seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPM (Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat), TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Berdasarkan
penelitian yang sudah dilakukan pada pemerintah Desa Glagahwero,
komponen pemantauan atas evaluasi berkelanjutan dan/atau evaluasi terpisah
sudah berjalan baik yaitu BPD secara berkala melakukan kunjungan lapangan
ke lokasi pembangunan desa untuk mengecek langsung kesesuaian antara
pelaksanaan dan perencanaan kegiatan ini menunjukkan adanya pemantauan
aktif dan terus-menerus untuk memastikan pengelolaan dana desa sesuai
aturan. Hal ini sesuai dengan teori COSO Framework komponen pemantauan
dengan prinsip evaluasi berkelanjutan dan/atau evaluasi terpisah.
b. Tindak lanjut atas temuan

BPD Desa Glagahwero melakukan pemantauan lapangan, BPD
menerima dan melakukan evaluasi terhadap Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yang disampaikan oleh Kepala
Desa. BPD kemudian membandingkan antara realisasi anggaran dengan
perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, BPD

mengadakan rapat pembahasan untuk menilai apakah pelaksanaan program
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telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan penyimpangan
atau ketidaksesuaian, BPD memberikan masukan serta melakukan penilaian
terhadap kinerja Pemerintah Desa. Berdasarkan penelitian yang sudah
dilakukan pada pemerintah Desa Glagahwero, komponen pemantauan pada
prinsip tindak lantas atas temuan sudah berjalan baik yaitu terdapat mekanisme
tindak lanjut dan evaluasi yang konkret terhadap kekurangan yang ditemukan
dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini sesuai dengan teori COSO Framework
komponen pemantauan dengan prinsip tindak lanjut atas temuan.

4.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Sistem Pengendalian Internal
Pada Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa Glagahwero

a. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam memahami peraturan terbaru
terkait pengelolaan dana desa. Ketidakmampuan sebagian aparatur desa untuk
secara mandiri memahami dan menerapkan peraturan-peraturan terbaru
mengenai pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat dari unsur sistem
pengendalian internal berdasarkan COSO yaitu lingkungan pengendalian pada
komitmen terhadap kompetensi yang masih belum berjalan dengan baik.

b. Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa, yang mana
masih ada perangkapan tugas yang dilakukan oleh aparatur desa yang dapat
berdampak pada kualitas pekerjaan dan potensi terjadinya kesalahan.
Perangkapan tugas dalam pengelolaan dana desa dapat menghambat
terciptanya profesionalisme dan spesialisasi dalam setiap tahapan pengelolaan,
mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini

dapat dilihat dari unsur pengendalian internal berdasarkan COSO vyaitu
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lingkungan pengendalian pada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
yang masih belum berjalan dengan baik.

. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sarana komunikasi
yang tersedia untuk mengawasi pengelolaan anggaran dana desa sebagian besar
disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya peran aktif mereka
dalam proses tersebut. Hal ini dapat dilihat dari unsur pengendalian internal
berdasarkan COSO yaitu pada komunikasi yang masih belum berjalan dengan

baik
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BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Sistem Pengendalian
Internal Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Glagahwero, Kecamatan Panti,

Kabupaten Jember Berdasarkan COSO Framework dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sistem pengendalian internal di Desa Glagahwero sudah berjalan
cukup baik. Hal ini tercermin dari adanya pemahaman dan pelaksanaan lima
komponen COSO, yaitu:

a. Lingkungan pengendalian, Pemerintah Desa Glagahwero telah
menunjukkan komitmen dalam menerapkan sistem pengendalian internal
berbasis COSO, namun masih diperlukan penguatan pada aspek
kompetensi, struktur organisasi, dan mekanisme pengawasan tertulis agar
pengelolaan dana desa dapat lebih optimal, transparan, dan akuntabel.

b. Secara keseluruhan, penerapan komponen penilaian risiko oleh
Pemerintah Desa Glagahwero telah berjalan efektif, meskipun masih
memerlukan perbaikan dalam dokumentasi dan manajemen risiko yang
lebih sistematis untuk mendukung pengelolaan dana desa yang lebih
transparan, akuntabel, dan berkelanjutan..

c. Kegiatan pengendalian dalam pengelolaan dana desa di Desa Glagahwero
telah menunjukkan penerapan yang sesuai dengan kerangka COSO,
meskipun masih diperlukan perbaikan dalam hal distribusi tugas agar tidak
terjadi perangkapan jabatan yang dapat mengganggu efektivitas dan

objektivitas dalam pengelolaan keuangan desa.
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d. Pemerintah Desa Glagahwero telah menerapkan komponen informasi dan
komunikasi dengan baik melalui penyediaan media informasi, prasasti
proyek, musyawarah desa, serta saluran komunikasi seperti website dan
nomor telepon. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan
akuntabilitas. Namun, kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sarana
komunikasi masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan untuk mendukung
pengawasan yang partisipatif..

e. Pemerintah Desa Glagahwero telah menerapkan komponen pemantauan
sesuai dengan COSO Framework. Pada prinsip evaluasi berkelanjutan,
pemantauan dilakukan secara aktif dan berkala dengan melibatkan
perangkat desa, BPD, LPM, dan TPK. Sedangkan pada prinsip tindak
lanjut atas temuan, BPD mengevaluasi LKPPD, membandingkan realisasi
dengan perencanaan, serta memberikan masukan atas temuan yang
ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan
tindak lanjut telah berjalan efektif dalam pengelolaan Dana Desa.

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pengendalian internal dalam
pengelolaan Dana Desa pada Desa Glagahwero di antaranya yaitu, Belum
adanya peraturan tertulis yang memperkuat nilai etika dan integritas aparatur
desa, Minimnya pengetahuan perangkat desa terhadap kebijakan atau regulasi
terbaru terkait pengelolaan Dana Desa, Keterbatasan dalam pemanfaatan
teknologi informasi untuk mendukung komunikasi dan transparansi, Masih
adanya praktik perangkapan tugas yang dapat menghambat efektivitas

pengawasan dan pengendalian internal.

FEB ITS MANDALA



92

5.2 Saran
Dari kesimpulan yang telah diuraikan maka peneliti memberikan saran yang
didasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan di Desa Glagahwero, adapun

saran-saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Saran teoritis
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa lebih mengembangkan Model
Implementasi COSO Berbasis Desa atau kerangka kerja implementatif yang
lebih aplikatif untuk desa, agar COSO Framework tidak hanya menjadi acuan
normatif, tetapi juga praktis dalam menghadapi kendala sumber daya manusia,
teknologi, dan keterbatasan regulasi di tingkat desa.

2. Saran praktis
Pemerintah Desa Glagahwero perlu segera menyusun dan mensosialisasikan
aturan tertulis mengenai etika kerja dan integritas aparatur desa agar menjadi
pedoman dalam menjalankan tugas serta mencegah potensi penyimpangan
dalam pengelolaan Dana Desa, disarankan agar perangkat desa secara rutin
mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis terkait pengelolaan Dana Desa,
regulasi terbaru, serta penerapan sistem pengendalian internal agar mampu
menjalankan tugas secara profesional dan sesuai aturan dan pemerintah desa
perlu mengevaluasi struktur organisasi dan melakukan pembagian tugas yang
lebih jelas untuk menghindari perangkapan jabatan, yang dapat mengganggu

efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program desa.
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Lampiran

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Kepala desa

Hari/ Tanggal wawancara
Waktu Wawancara
Tempat wawancara
Nama Kepala Desa
Alamat Informan

Umur

Jenis Kelamin

: Suryo

: 55 tahun

: Laki-laki

: Jumat, 14-02-2025

: 08:00-10:00

: KANTOR DESA GLAGAHWERO

: Dusun Karang Asem, Glagahwero

Peneliti

Bagaimana cara bapak memastikan
nilai etika dan integritas diterapkan di
desa ini?

Informan

kita melakukan pengarahan itu dengan
saling memberikan informasi dan
saling mengingatkan kepada para
perangkat desa untuk selalu menaati
peraturan yang sudah ada dan
mengutamakan pelayanan kepada
masyarakat

Peneliti

Apa langkah yang bapak lakukan untuk
memastikan struktur organisasi desa
Mendukung transparansi pengelolaan
dana desa dan bagaimana peran bapak
dalam menciptakan kepemimpinan
yang kondusif?

Informan

Yang jelas itu disini kita Memastikan
setiap posisi dalam struktur organisasi
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memiliki tugas dan tanggung jawab
yang jelas, melakukan evaluasi struktur
organisasi yang ada dan melakukan
perbaikan jika diperlukan

Peneliti

Pak, bagaimana sikap pemerintah desa
dalam memastikan penggunaan dana
desa jelas dan bisa diawasi oleh
warga?

Informan

Kita melakukan MUSDES dalam
proses perencanaan penggunaan dana
desa yang melibatkan masyarakat yaitu
BPD, Kasun dan RT/RW dan membuat
banner laporan pertanggung jawaban
realisasi anggaran agar mudah diakses
oleh masyarakat dan melakukan
evaluasi setiap 3 bulan sekali

Peneliti

Menurut bapak , apakah lingkungan
kerja di desa sudah cukup mendukung
pengawasan  dana  desa  oleh
masyarakat?

Informan

Iya dengan melibatkan masyarakat
dalam kegiatan MUSDES dan kita juga
menyerap aspirasi dari masyarakat
serta  memprioritaskan  kebutuhan
masyarakat.

Peneliti

Risiko apa saja yang sering terjadi
dalam pengelolaan dana desa dan
Bagaimana bapak mengatasi potensi
penyimpangan dalam penggunaan
Anggaran desa?

Informan

Untuk risiko sendiri biasanya dalam
pengelolaan dana desa itu pada
kegiatan di lapangan itu selalu tidak
sesuai dengan anggaran yang sudah ada
jadi untuk mengatasi hal tersebut
diadakan monev setiap 3 bulan sekali
oleh pihak kecamatan, kepolisian,
kejaksaan dan melakukan perbaikan
jika terjadi kendala.
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Peneliti

Apa desa pernah memikirkan risiko-
risiko yang mungkin terjadi dalam
penggunaan dana desa, Pak? Misalnya,
kalau ada dana yang tidak digunakan
dengan benar?

Informan

Iya, kalau risiko itu pasti ada jadi kita
mengantisipasinya  dengan  cara
melakukan moneyv itu jika ada hal yang
menjanggal maka kita cari tahu apa
penyebabnya dan kita perbaiki
kedepannya agar lebih baik lagi serta
selalu melibatkan masyarakat dalam
kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana
desa seperti BPD, LPM dan TPK.

Peneliti

Menurut bapak Apa risiko utama yang
dapat menghambat transparansi dalam
Pengelolaan dana desa?

Informan

Kalau penghambat belum ada saya dan
para perangkat desa sudah melakukan
berbagai cara yaitu dengan
memampangkan banner di depan
kantor desa, melakukan MUSDES,
pertemuan rutin seperti
muslimatan/musliminan, meskipun
tidak secara rinci saya informasikan

Peneliti

Bagaimana cara bapak memastikan
pembagian tugas apa sudah berjalan
Sesuai prosedur?

Informan

Disini  kan sudah ada struktur
organisasinya serta  fungsi  dan
tugasnya ya kita hanya tinggal
menjalankannya saja serta melakukan
monev dengan kecamatan itu.

Peneliti

Apa ada langkah-langkah atau aturan
tertentu di desa untuk memastikan dana
desa dipakai sesuai rencana, Pak?

Informan

Iya kita mengikuti aturan yang sudah
dibuat oleh pusat, agar tadi itu
meminimalisir terjadinya risiko apa

FEB ITS MANDALA



kebijakan yang diberikan dari pusat
saya laksanakan.

Peneliti

apa langkah yang diambil oleh desa
jika ada  penyimpangan dalam
penggunaan dana desa?

Informan

Kalau untuk selama ini kita masih
belum menemukan tindakan-tindakan
yang mencurigakan dalam pelaksanaan
kegiatan masih bisa kita atasi dengan
cara monev tadi itu

Peneliti

Apa ada prosedur otorisasi khusus
untuk pengeluaran dana desa?

Informan

Iya, di sini ada tim pelaksana,
sekretaris desa, kepala desa dan
bendahara. Jika tim pelaksana ingin
melakukan pembelian suatu barang
menggunakan dana desa maka tim
pelaksana mengajukan persetujuan dari
sekretaris setelah itu ke kepala desa
setelah disetujui maka langsung ke
bendahara untuk melakukan transaksi

Peneliti

Bagaimana cara bapak memastikan
bahwa informasi terkait penggunaan
dana Desa dapat diakses oleh
masyarakat secara jelas dan lengkap?

Informan

Dengan cara membuat benner,
melakukan musdes, pertemuan rutin
seperti muslimatan/musliminan dan
pada acara triwulanan, terkadang
masyarakat gak begitu mendengarkan
apa yang saya sampaikan mungkin
sebagian yang dapat menerima apa
yang saya bicarakan

Peneliti

Bagaimana cara bapak memantau
pekerjaan perangkat desa terkait
Penggunaan dana desa dan memastikan
bahwa semua kegiatan berjalan Sesuai
aturan?

Informan

Saya dengan tim juga ada dilapang
dalam pelaksanaan penggunaan dana
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desa, dan juga ada tim pengawas
seperti BPD,LPM serta masyarakat
sekitar juga turut mengawasi kegiatan
tersebut.

Peneliti

Bagaimana desa menilai efektivitas
pengawasan dana desa? Apakah ada
evaluasi rutin yang dilakukan?

Informan

Iya ada evaluasi rutin setiap tiga bulan
dan akhir tahun kita melakukan monev
untuk membahas kegiatan yang telah
kita laksanakan

Peneliti

Apa langkah bapak dalam memastikan
kepemimpinan yang kondusif?

Informan

dalam pekerjaan apa saja termasuk
dana desa yang sekiranya melibatkan
kegiatan, saya secara pribadi sebagai
kepala desa semua kita libatkan
termasuk BPD,LPM semua lembaga
masyarakat kita libatkan, intinya kalau
semua lembaga sudah saya libatkan
semuanya dan saya jelaskan kegiatan
dana desa ini saya yakin ngerti tahu lah
jadi tidak akan terjadi apa-apa nanti di
desa.

Peneliti

Bagaimana bentuk komitmen terhadap
kompetensi bagi pemerintah desa
dalam pengelolaan dana desa?

Informan

saya sebagai kepala desa selalu
memberi tahu kepada semua perangkat
desa dan saling mengingatkan untuk
setiap ada peraturan baru ya meskipun
dari mereka ada yang masih belum
mengerti tapi mereka juga saling
memberitahukan kepada yang belum
mengerti, dan alhamdulillah untuk
anggaran dana desa tahun sekarang
hanya mengembalikan uang sebesar 24
ribu rupiah
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Peneliti

Apakah semua pihak dilibatkan dalam
pengelolaan dana desa di desa
glagahwero?

Informan

Iya kita selalu melibatkan semua pihak
yang bersangkutan dalam pengelolaan
dana desa agar semua divisi tahu dan
jelas terarah dalam pelaksanaannya
serta melibatkan masyarakat dalam
perencanaan sampai pelaksanaan

Peneliti

Bagaimana untuk pemisahan tugas,
fungsi dan tanggung jawab yang ada di
desa glagahwero apakah sudah ada
pemisahan ?

Informan

Untuk pemisahan tugas sendiri itu di
sini sudah jelas di struktur organisasi
yang ada di sini itu sudah terdapat tugas
dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri
kita hanya menjalankan saja setiap
tugas dan tanggung jawab yang
diberikan.

Peneliti

Bagaimana dalam hal pencatatan dan
dokumentasi yang dilakukan desa
glagahwero dalam kegiatan
pengelolaan dana desa ?

Informan

Disini itu setiap ada transaksi baik itu
pembelian atau pemasukan akan selalu
dicatat oleh bagian bendahara dan
diminta buktinya jika belum ada tanda
tangan saya sendiri (kepala desa) disitu
bendahara gak akan menyetujui itu
baru kalau disitu sudah ada bukti
bahwa saya sudah mendatangani
bagian bendahara akan mencatat dan
menyetujuinya.
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Sekretaris Desa Glagahwero
Hari/ Tanggal wawancara
Waktu Wawancara

Tempat wawancara
Nama Sekretaris

Alamat Informan

Umur

Jenis Kelamin - laki-laki

: A.H Rudi

: 52 tahun

: Senin, 10/02/2025

: 10:30-12:00

: KANTOR BALAI DESA GLAGAHWERO

: Dusun Krajan, Glagahwero

Peneliti

Informan

Bagaimana cara bapak memastikan
nilai etika dan integritas diterapkan di
desa ini?

Biasanya di sini bapak kades bersama
saya itu menginformasikan ke setiap
perangkat untuk selalu menaati
peraturan yang sudah ada dan
mengutamakan pelayanan kepada
masyarakat, agar semua perangkat
desa di sini itu tau betapa besarnya
tanggung jawab kita kepada
masyarakat.

Bagaimana cara bapak memastikan
pembagian tugas apa sudah berjalan
Sesuai prosedur?

Dalam struktur organisasi yang ada
disini itu kan sudah jelas ada tugas dan
tanggung jawab masing-masing ya
kita membagi tugas masing-masing
sesuai dengan itu sesuai dengan
bagiannya masing-masing

Bagaimana cara bapak memantau
pekerjaan perangkat desa terkait
Penggunaan dana desa dan memastikan
bahwa semua kegiatan berjalan Sesuai
aturan?

biasanya saya dan kepala desa beserta
tim yang lain termasuk BPD, LPM
turut serta untuk mengawasi kegiatan
di lapangan.
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Apa ada pelatihan atau pengarahan
rutin bagi perangkat desa mengenai
pengelolaan dan pelaporan dana desa?

kita melakukan pengarahan itu dengan
saling memberikan informasi kepada
para perangkat desa

Bagaimana peran anda sebagai
sekretaris dalam memastikan bahwa
semua perangkat desa memahami
aturan dan prosedur yang berlaku

dalam pengelolaan dana desa?

Memberitahu kepada seluruh
perangkat desa jika ada aturan-aturan
baru.

Apa anda merasa ada dukungan yang
cukup dari kepala desa dan perangkat
lainnya dalam menjaga transparansi

Iya karna kita selalu ada evaluasi
setiap tiga bulan sekali di dalam
evaluasi bersama kecamatan itu kita
memaparkan laporan penggunaan dana

dan  kejujuran  dalam  laporan .o

dana desa? desa yang sudah terealisasi ataupun
pengguhaan daha desa. yang belum terealisasi.
Bagaimana anda mengidentifikasi | Kita melakukan monev dengan

potensi kesalahan atau penyimpangan
dalam pengelolaan dan pelaporan dana
desa?

kecamatan tiap termin. Setelah
anggaran turun dan dilaksanakan kita
melakukan evaluasi dengan kecamatan
untuk mengidentifikasi kesalahan atau
penyimpangan dalam pengelolaan
dana desa.

Bagaimana anda memastikan bahwa
risiko-risiko  yang muncul dalam
pengelolaan dana desa dapat segera
ditangani sebelum berdampak pada
kepercayaan masyarakat?

Untuk selama ini belum ada risiko
yang muncul dalam pengelolaan dana
desa namun untuk mencegah hal yang
tidak diinginkan kita itu selalu
melakukan monev setiap ada kegiatan

langkah apa yang biasanya anda
lakukan untuk memastikan bahwa
setiap laporan penggunaan dana desa
telah sesuai dengan ketentuan sebelum
disampaikan kepada masyarakat?

kita melakukan MUSDES
(Musyawarah Desa) kita undang
semua RT/RW disitu kita informasikan
kepada semua bahwa anggaran yang
sudah diserap dan kita melakukan
moneyv setiap 3 bulan sekali

Bagaimana anda memastikan bahwa
proses pengumpulan dan pencatatan
data terkait penggunaan dana desa
berjalan dengan baik dan benar?

Untuk menjamin dan memastikan data
berjalan dengan baik kita
menggunakan aplikasi SISKUDES
(Sistem Keuangan Desa)

Apakah ada prosedur khusus yang
diterapkan untuk memastikan bahwa
setiap laporan penggunaan dana desa
sudah diverifikasi sebelum
dipublikasikan?

Kita melakukan monev dengan pihak
kecamatan itu dan menggunakan
aplikasi SISKUDES Untuk
memastikan laporan penggunaan dana
desa sudah ter verifikasi
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Bagaimana anda  menyampaikan
laporan penggunaan dana desa kepada

masyarakat agar mudah dipahami?

kita mengundang semua lembaga yang
bersangkutan seperti kasun RT/RW
serta menggunakan banner yang
dipampang didepan balai desa.

Apa saja media atau metode yang
digunakan untuk menyebarluaskan
laporan dana desa kepada masyarakat?

menggunakan banner yang dipampang
di depan balai desa, melakukan
musdes, pertemuan rutin seperti
muslimatan/musliminan dan pada
acara triwulanan yang biasanya
diadakan oleh desa setiap tiga bulan
sekali.

Bagaimana anda menilai efektivitas
dari banner atau pertemuan yang
digunakan saat untuk
menyampaikan ke
masyarakat?

ini
informasi

Dalam pertemuan kita memberi tahu
kepada masyarakat bahwa anggaran
yang sudah digunakan berapa persen
untuk pemberdayaan masyarkat,berapa
persen untuk infrastruktur, jadi disitu
masyarakat tahu anggaran yang telah
digunakan.

Apa kendala yang biasanya dihadapi

dalam  menyampaikan  informasi

penggunaan dana  desa
masyarakat,

mengatasinya?

kepada

dan bagaimana cara

Kalau kendala selama ini masih
belum ada kendala, kita menggunakan
banner yang dipampang di depan balai
desa dan melakukan musyawarah desa
bersama BPD, Kasun,RT/RW.

Bagaimana
masukan

bapak  memanfaatkan
dari masyarakat untuk
memperbaiki kualitas laporan dana
desa ke depannya?

Kita melakukan musdes didalam
musdes itu kita menyerap inspirasi
dari masyarakat dan kita
bermusyawarah bersama untuk
menentukan mufakat bersama setelah
kesepakatan bersama kita melakukan
hal tersebut.

Bagaimana penerapan fungsi dan tugas
struktur pada  desa
Glagahwero?

organisasi

Untuk penerapan fungsi dan tugas
sendiri itu di sini dilakukan sesuai
dengan tugasnya masing-masing tapi
ada juga yang ngerangkep bagian staf
keuangan karena orangnya berhenti itu
masih belum nemu pengganti jadinya
dirangkap sama bagian kaur umum
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Bendahara

Hari/ Tanggal wawancara : Senin, 10/02/2025

Waktu Wawancara : 12:00-13:00
Tempat wawancara : Kantor Desa Glagahwero
Nama Bendahara : Didik Rusmiyanto
Alamat Informan : Dusun Karang Asem, Glagahwero
Umur : 27 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Peneliti Informan

Apa langkah bapak jika terjadi
ketidaksesuaian catatan keuangan pada
anggaran Dana desa?

Untuk selama ini masih belum terjadi
salah catat pada anggaran dana desa
karna sudah menggunakan sistem apk
SISKUDES (Sistem Keuangan Desa)
sebelum menginput ke sistem kita cek
terlebih dahulu kalau sudah benar kita

akurat Dan sesuai prosedur?

input
Bagaimana bapak memastikan bahwa | Setiap uang yang keluar saya catat dan
laporan keuangan yang bapak kelola | melakukan verifikasi untuk

memastikan kebenarannya.

Bagaimana peran anda sebagai
bendahara dalam memastikan bahwa
dana  desa  digunakan  dengan
transparan dan sesuai aturan?

Saya bertugas dalam mencatat keluar
masuknya uang dan menyusun laporan
keuangan  secara  berkala  dan
menyampaikannya  waktu = monev
dengan kecamatan

Apa ada aturan atau kebijakan yang
membantu  bapak menjaga agar
penggunaan dana desa tetap sesuai dan
diawasi dengan baik?

Iya untuk peraturan itu sudah ada dari
peraturan desa, peraturan bupati sampai
peraturan kementerian keuangan

Bagaimana bentuk komitmen terhadap
kompetensi bagi pemerintah desa
glagahwero dalam pengelolaan dana

Untuk itu peraturan desa itu tiap tahun
selalu ada perubahan kan biasanya pak
kades yang selalu memberi tahu kalau
ada peraturan terbaru, untuk dana desa
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desa untuk mengelola dana desa sebaik
mungkin?

tahun sekarang desa glagahwero ini
hanya mengembalikan dana sebesar 24
ribu rupiah bisa dilihat kok dari desa-
desa lain ada yang diatas 200 ribu ada
yang lebih dari itu pengembalian
dananya.

Apa yang anda lakukan jika terdapat
ketidaksesuaian antara anggaran yang
Direncanakan dan pelaksanaannya?

Kita melakukan evaluasi setiap 3 bulan
sekali untuk menghindari hal tersebut,
tapi untuk selama ini masih belum
terjadi hal seperti itu

Bagaimana cara bapak memastikan
bahwa anggaran dana desa tidak
Digunakan untuk hal-hal yang tidak
relevan?

Kita melakukan MUSDES menyusun
rencana anggaran dan menentukan
prioritas  berdasarkan  kebutuhan
masyarakat

Apakah anda pernah menghadapi
masalah dalam pengelolaan dana desa,
seperti kesalahan perhitungan atau
penggunaan dana yang tidak sesuai?

Untuk selama ini masih belum pernah,
mungkin untuk kendala, dari sistemnya
terjadi eror biasanya pada jam kerja tapi
untuk mengatasi itu saya menginput
data pada malam hari agar tidak eror

Apa langkah yang biasanya anda ambil

untuk  mengurangi  risiko-risiko
terjadinya kesalahan dalam
penggunaan anggaran dana desa
tersebut?

Melakukan verifikasi ulang terhadap
penggunaan anggaran tersebut

Bagaimana cara bapak memisahkan
tugas dan tanggung jawab dalam
Pengelolaan dana  desa  untuk
menghindari konflik kepentingan atau
Penyalahgunaan?

Dalam pengelolaan dana desa kita ada
tim pelaksana, sekretaris dan kepala
desa dalam hal ini kepala desa dan
sekretaris memiliki otorisasi tertinggi
dalam menyetujui anggaran yang mau
dipakai oleh tim pelaksana kegiatan,
setelah disetujui baru saya akan
melakukan pembayaran yang sudah
diajukan oleh tim pelaksana yang sudah
mendapat persetujuan dari kepala desa
dan sekretaris desa

Bagaimana proses pengawasan yang
anda lakukan untuk memastikan dana
desa  digunakan sesuai

rencana?

dengan

Memastikan kembali apakah anggaran
yang sudah dikeluarkan sudah sesuai
atau tidak dengan realisasinya pada
waktu monev

Bagaimana bapak memastikan semua
laporan  keuangan sudah sesuai
Prosedur dan metode apa yang anda
gunakan untuk mencatat transaksi
laporan keuangan dana desa?

Menggunakan aplikasi SISKUDES dan
mencatat secara manual pada buku
pembantu untuk menghindari hal yang
tidak diinginkan kedepannya
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Bagaimana bapak memastikan bahwa
informasi  mengenai  penggunaan
anggaran Dana desa disampaikan
dengan jelas dan tepat kepada kepala

desa dan Masyarakat?

Menyusun laporan, melakukan monev
dengan kecamatan dan para aparatur
desa lainnya dan instansi terkait lainnya
dan melakukan pertemuan tiap termin

anggaran turun dengan BPD, kasun,
RT/RW

Kenapa desa belum menggunakan

aplikasi atau website untuk
mempublikasikan laporan penggunaan
dana desa, dan apakah ada rencana ke

arah itu?

Kalau aplikasi kita sudah menggunakan
yaitu SISKUDES, tapi hanya bisa
diakses oleh instansi tertentu untuk
penyampaian laporan
pertanggungjawaban kepada
masyarakat kita menggunakan benner
besar yang dipampang didepan kantor
desa

Apakah anda melakukan pengecekan

rutin  untuk memastikan semua
penggunaan dana desa sudah sesuai

dengan rencana?

Iya, setiap melakukan transaksi saya
verifikasi kembali untuk
memastikannya

Apa ada pihak lain yang ikut
memantau penggunaan dana desa,
misalnya dari masyarakat atau pihak
eksternal?

Iya seperti BPD dan masyarakat ikut
memantau kegiatan
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BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Hari/ Tanggal wawancara : Senin, 10/02/2025

Waktu Wawancara : 09:00-10:00
Tempat wawancara : Kantor Desa Glagahwero
Nama : Sutrisno
Alamat Informan : Dusun Karang Asem, Glagahwero
Umur : 51 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Peneliti Informan
Apakah BPD selalu terlibat dalam | Setiap ada kegiatan desa apa itu
kegiatan pengelolaan dana desa? musyawarah desa, pembangunan dan

laporan penggunaan dana desa BPD
selalu dilibatkan dalam itu, jadi kita itu
tahu kalau dana desa itu digunakan
buat ini ini ini.”
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Lampiran 2 Dokumentasi

2.2 Wawancara dengan kepala Desa Glagahwero
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2.3 Kegiatan monev di Desa Glagahwero oleh kecamatan

2.4 Kegiatan MUSDES (Musyawarah Desa) di Desa Glagahwero
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2.5 Kegiatan pembangunan dan Pemasangan prasasti pada lokasi Desa Glagahwero

09 Mel
2023

2.6 Kegiatan triwulan dan mulimatan/muslimanan yang diselenggarakan Desa

Glagahwero
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. 'E‘RJIlN DESAG

KEPALA DESA

SURYO

Mok Azor Rom
o ——————.
P s

KASUN KRAJAN KASUN KARANG ASEM
Ahmad Sidik

2.7 Struktur organisasi Desa Glagahwero

2.8 Kegiatan pengangkatan anggota BPD
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2.9 Rencana penggunaan Dana Desa pada Desa Glagahwero

PEMERINTAH KABUPA TEN JEMBER
KECAMATAN PANTI
DESA GLAGAHWERO
JLPb.Sudirma n No. 27 Kode Pos. 68!531 mzfdmwmm

c-mails www

Nomor: 22 /35.09.14.2004 /
Yang tangan di h ini N kan Dengan Bahwa :
Nama Lengkap : MOHAMMAD JODI PRIYANTO
Tempat gl lahir : Jember, 23/08/2022
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan / Suku @ Indonesia
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Status : Belum Kawin
Alamat Lengkap : Dusun Karangasem Timur, RT. 004 RW. 006
Desa Glag: K Panti, Kab Jember.
™M dengan bahwa orang tersebut di atas adalah benar-benar penduduk
Desa G K Panti, K Jember, an ds bahwa dalam
hal ini :
1. Orang tersebut benar-benar penduds Desa Gl yang Dusun
Karangasem Timur, RT. 004 RW. 006, dan yang bersangkutan diberikan ijin oleh Kepala
Desa G untuk 1 k ¥ i i data  yang berdasarkan
surat dari Fakultas ckonomi dan bisnis No.1289/ITSM/FEB/Q/2024 tentang ** Penerapan
sistim i i dalam dana desa pada pemerintahan desa
Glagal K Panti K Jember d coso
Demikian surat keterangan ini kami buat agar diper

[l

2.10 Surat Keterangan Ijin Penelitian
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~ PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER .
@ DESA GLAGAHWERO (€5

KECAMATAN PANTI

BANTUAN KHUSUS KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
JENIS KEGIATAN : PEMBANGUNAN SALURAN DRAENASE

LOKASI : DSN.KARANG ASEM BARAT RT. 002 RW. 004
BESARDANA  : Rp. 111.346.900,-

VOLUME : P.123.00 M L. 1,10M

SUMBER DANA  : DANA DESA(DD)

TH.ANGGARAN : 2024

& PELAKSANA PK DESA GLAGAHWERO J

B
2024\/%3 08:38
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